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Abstrak  
Skripsi ini membahas tentang persepsi orang tua terhadap pembiayaan 
pendidikan dana BOS di SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang: (1) Persepsi orang tua terhadap 
pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten 
Takalar (2) Implementasi pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN No. 223 Inpres 
Kadatong Kabupaten Takalar. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologik. Adapun sebagai sumber data  dalam penelitian ini adalah orang tua, 
kepala sekolah, komite sekolah dan supervisor yang diambil melalui teknik 
wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini meliputi, peneliti dan pedoman wawancara. Teknik analisis yang digunakan 
adalah teknik  analisis dan interpretasi data penelitian menggunakan model analisis  
Miles dan Huberman dengan melalui tiga tahapan, yaitu; reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi orang 
tua terhadap pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN No 223 Kadatong 
Kabupaten Takalar.  
Berdasarkan hasil data yang didapatkan Persepsi orang tua terhadap 
pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten 
Takalar para orang tua sangat antusias merespon, kebijakan-kebijakan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah yakni program wajib belajar sembilan tahun, baik dari 
segi pendapat, tanggapan, dan penilaian orang tua sangat postif terhadap pembiayaan 
pendidikan dana BOS, ini menunjukan bahwa program pembiayaan pendidikan dana 
BOS sangat membantu. Serta, Implementasi pembiayaan pendidikan dana BOS di 
SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar mulai dari perencanaan sampai 
pada tahap implementasi, selalu mengikut sertakan semua elemen-elemen 
masyarakat untuk memberikan masukan kepada sekolah sekaligus mengawasi 
pelaksanaan pembiayaan tersebut. 
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Kepada pihak sekolah agar terus 
meningkatkan dan memperbaiki sistem pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN 
No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar. 2) Kepada peneliti selanjutnya, 
peneliti menyarankan untuk melanjutkan penelitian yang serupa dengan melihat 
faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan dana BOS. 









Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka 
tujuan penelitian untuk: 
a. Untuk mengetahui persepsi orang tua terhadap pembiayaan pendidikan dana 
BOS di SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar. 
b. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN No. 
223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar. 
KAJIAN PUSTAKA 
A. Pengertian Perilaku Prososial 
1. Pengertian Persepsi 
Persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaiman cara seseorang 
melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu 
bagaimana sesorang memandang atau mengartikan sesuatu. 
Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, 
yaitu merupakan psoses diterimannya stimulus oleh individu melalui alat indera atau 
juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti tidak berhenti begitu 
saja, malainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan 
proses pendahulu dari proses persepsi. 
Istilah presepsi (perception) bisa diartikan penglihatan, pengamatan, 
tanggapan dan daya memahami atau menanggapi. Persepsi adalah proses seseorang 
mengetahaui beberapa hal melalui pancaindranya. Jadi persepsi tidak lepas dari pada 
pembicaraan tentang orientasi karena persepsi marupakan salah satu fase dari proses 
orientasi atau perhatian terhadap suatu objek tertentu. 
Persepsi dalam pengertian psikologi adalah proses pencarian informasi untuk 
dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah pengindraan 
(penglihatan, pendengaran, perabaan dan sebagainnya). Persepsi seseorang terhadap 
orang lain atau terhadap beberapa orang lain bertujuan untuk memahami orang lain. 
Pesepsi seperti itu dinamakan persepsi sosial. 
Selain itu dalam salah satu rumusan J.P. Chaplin dalam kamus psikologi 
menyatakan bahwa persepsi adalah kesadaran intuitif mengenai kebenaran langsung 
atau keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu. Persepsi adalah proses yang 
menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam  otak manusia, melalui 
persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. 
Hubungan ini dilakukan lewat inderanya yaitu indera penglihatan, pendengar, 
peraba, perasa dan penciuman. 
Persepsi adalah suatu proses dimana seseorang mengorganisasikan dalam 
pikirannya, menafsirkan, mengalami dan mengelola pertanda atau segala sesuatu 
yang terjadi dilingkungannya. 
Dari uaraian di atas, maka dapat dipahami bahwa persepsi tidaklah lahir 
dengan sendirinya, malainakn banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Persepsi 
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merupakan suatu proses dalam arti bahwa persepsi tidaklah terjadi dengan 
sendirinya, mengolah stimulus yang diterima melalui panca indera kemudian 
diintegrasikan dan disimpan dalam otak selanjutnya memberikan arti dan dan 
tanggapan terhadap stimulus sesuia dengan keadaan diri dan lingkungan. Dengan 
demikian, dapat dikatakan bahwa persepsi tidaklah berdiri sendiri melainkan 
dipengaruhi oleh beberapa faktor. 
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi 
Persepsi yang timbul tidak lahir dengan sendirinya melainkan dipengaruhi 
oleh beberapa faktor, baik bersifat intern maupun ektern. Adapun yang 
mempengaruhi persepsi adalah 
a. Pengalaman 
Penglaman merupakan sesuatu yang pernah di alami pada masa 
lampau.Pengalaman tersebut turut mempengaruhi persepsi terhadap obyek yang 
diamati. 
b. Sosialisasi 
Sosialisasi dapat diartikan sebagai proses belajar yang bersifat khusus. Di 
dalam mempelajari suatu obyek, tidak terlepas dari kebiasaan, sikap, ide-ide dan 
pola-pola yang dianut oleh orang lain. 
c. Pengetahuan 
Pengetahuan terhadap obyek yang diamati sangat diperlukan dalam memberi 
arti terhadap obyek tersebut. Pengetahuan terhadap obyek yang dimaksud tentu tidak 
lepas dari faktor cakrawala. Sosialisasi dan pengalaman. Tingkat pengetahuan 
terhadap sesuatu obyek dalam memikirkan dan menganalissi dipengaruhi oleh faktor 
latar belakang dan tingkat pengetahuan terhadap obyek, maka cara berfikir dan 
menganalisisnya tidak harus terpaku pada apa yang ada di dalam obyek tersebut, 
melainkan dikaitkan dengan hal yang diperkirakan mempunyai manfaat baik bagi 
diri maupun lingkuangan. 
B. Hakikat dan Tanggung Jawab Keluarga terhadap Pendidikan 
Di dalam Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1994 Tentang 
Penyelenggaraan Keluarga, pada BAB I, Pasal I Ayat 2 bahwa: Keluarga sejahtera 
adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi 
kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota dan 
antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. 
 Dalam rangka menciptakan keluarga sejahtera tidaklah mudah. Kaya atau 
miskin bukan satu-satunya indikator untuk menilai sejahtera atau tidaknya sebuah 
keluarga. Buktinya cukup banyak ditemukan keluarga yang kaya secara ekonomi di 
tengah-tengah kehidupan masyarakat, tapi belum mendapatkan kebahagiaan.Tetapi 
tidak mustahil dalam keluarga yang miskin secara ekonomi ditemukan kebahagiaan. 
Oleh karena itu, kaya atau miskin  bukan sebuah jaminan untuk menilai kualitas 
suatu keluarga karena banyak aspek lain yang ikut menentukan, yaitu aspek 
pendidikan, kesehatan, budaya, kemandirian keluarga, dan mental spritual serta nilai-
nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera. 
 Dari penjelasan di atas dapat dipahami oleh penulis, bahwa hakikat dari 
keluarga adalah keluarga yang dilingkup keluarganya membingkai kehidupan yang 
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didasari nilai-nilai spritual keagamaan sebagai payung dalam membina dan 
membangun keharmonisan keluarganya, serta tidak terjebak dalam materialistik 
kehidupan duniawi. 
1. Pengertian Orang Tua 
Keluarga dalam hal ini adalah orang tua merupakan konsep yang bersifat 
multidimensi. Para ilmuwan sosial bersilang pendapat mengenai rumusan pengertian 
keluarga yang bersifat universal. Salah satu ilmuwan yang mengawali pengkajian 
tentang keluarga adalah George Murdock. Dalam bukunya Social Structure, 
Mudrock menguraikan sebagaimana yang dikutip oleh Sri Lestari bahwa keluarga 
merupakan kelompok sosial yang memiliki karateristik, tinggal bersama, terdapat 
kerja sama ekonomi, dan menjadi pusat reproduksi. Sehingga definisi tentang 
keluarga juga diungkapkan oleh Ira Reis, yang menjelaskan bahwa keluarga adalah 
suatu kelompok kecil yang terstruktur dalam pertalian keluarga dan memiliki fungsi 
utama berupa sosialisasi pemeliharaan terhadap generasi baru. Pandangan Ira Reis 
tentang keluarga merupakan sanggahan terhadap pendapat George Murdock, karena 
ia menganggap penjelasan George Murdock tentang keluarga hanya menekankan 
pada sudut pandang keluarga yang teralu bersifat struktural. Selain itu, masalah 
definisi keluarga juga diajukan oleh Weigert dan Thomas, yang menganggap definisi 
keluarga yang dikemukakan oleh Ira Reis kurang bersifat nominal, karena 
menekankan pada berlakunya fungsi tertentu. Menurut mereka keluarga adalah suatu 
tatanan utama yang mengomunikasikan pola-pola nilai yang bersifat simbolik 
kepada generasi baru. 
Orang tua siswa adalah sumber pembiayaan pendidikan yang cukup potensial 
diluar pemerintah. Orang tua siswa pada umumnya tidak keberatan menyediakan 
sebagian biaya penyelenggaraan pendidikan dengan harapan bahwa anaknya kualitas 
baik. 
Dari uraian di atas, paling tidak tentang definisi keluarga dapat ditinjau  
berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu definisi struktural, definisi fungsional dan 
definisi interaksional. 
a) Definisi struktural. Keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran atau 
ketidakhadiran anggota keluarga, seperti orang tua anak dan kerabat lainnya. 
Dari prespektif ini dapat muncul tentang keluarga sebagai asal usul, keluarga 
sebagai wahana melahirkan keturunan, dan keluarga bahagia. 
b) Definisi fungsional. Keluarga didefinisikan dengan penekanan pada 
terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi tersebut 
mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi, materi dan 
pemenuhan peran tertentu. Definisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang 
dilakukan oleh keluarga. 
c) Definisi transaksional. Keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang 
mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa 
identitas sebagai keluarga, berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun 
cita-cita masa depan. Definisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga 
melaksanakan fungsinya. 
2. Peranan Orang Tua 
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Orang tua memiliki peranan yang strategis dalam mentradisikan ritual 
keagamaan sehingga nilai-nilai keagamaan dapat ditanamkan dalam jiwa 
anak.Kebiasaan orang tua dalam melaksanakan ibadah, misalnya seperti shalat, 
puasa, infaq, dan sadaqah menjadi suri teladan bagi anak untuk mengikutinya. 
Selain itu, keluarga juga memiliki peranan dalam menyediakan situasi  
belajar bagi diri anak, dan dapat dilihat bahwa anak-anak sangat bergantung kepada 
orang tua, baik karena keadaan jasmaniyahnya maupun kemampuan intelektual, 
sosial dan moral. Sang anak belajar menerima dan meniru apa yang diajarkan oleh 
orang tua. Adapun sumbangan keluarga bagi pendidikan anak adalah sebagai 
berikut: 
a) Cara orang tua melatih anak untuk menguasai cara-cara mengurus diri, seperti 
cara makan, buang air, berbicara, berjalan, berdoa, bersungguh-sungguh 
membekas dalam diri anak karena berkaitan erat dengan perkembangan dirinya 
sebagai pribadi. 
b) Sikap orang tua sangat mempengaruhi perkembangan anak. Sikap menerima 
atau menolak,sikap kasih sayang atau acuh tak acuh, sikap sabar atau tergesah-
gesah, sikap melindungi atau membiarkan secara langsung mempengaruhi reaksi 
emosional anak. 
C. Konsep Pembiayaan Pendidikan  
Biaya adalah keseluruhan pengeluaran baik yang bersifat uang maupun bukan 
uang, sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak terhadap upaya 
pencapaian tujuan yang sudah ditentukan. Biaya merupakan suatu unsur yang 
menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan memengaruhi 
tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai 
suatu tujuan tertentu. 
Biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun 
bukan uang sebagai uangkapan rasa tanggung jawab semua pihak (masyarakat, orang 
tua, dan pemerintahan) terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan 
yang dicita-citakan tercapai secara efisien dan efektif, yang harus terus digali dari 
berbagai sumber, dipelihara, dikondisikan, dan ditata secara adsminitratif sehingga 
dapat digunakan secara efisien dan efektif. 
Konsep biaya dalam bahasa Inggris biasa digunakan istilah cost, financial, 
expenditure. Biaya menurut para akuntan dalam Usry dan Hammer, adalah cost as 
an exchange, a forgoing, a sacrifice made to secure benefit. Kata Cost sinonim 
dengan expense, walaupun expense digunakan untuk mengukur pengeluaran 
(outflow) barang atau jasa yang dibanding dengan pendapat untuk mengukur 
pendapat. 
Agar dapat memahami lebih jauh tentang konsep pembiayaan pendidikan 
perlu diketahui pengertian dari tujuh konsep penting terkait dengan pembiayaan yang 
meliputi: 
1. Objek Biaya 
Blocher dkk, mengatakan bahwa objek biaya merupakan sesuatu akumulasi 





2. Informasi Manajemen Biaya 
Manajemen biaya adalah suatu aktivitas pengelolaan biaya agar dapat 
berfungsi berbagai alat perencanaan, pengambilan keputusan, dan kontrol. 
3. Pembiayaan (finanching) 
Pembiayaan adalah bagaimana mencari dana atau sumber dana dan 
bagaimana menggunakan dana itu dengan memanfaatkan rencana biaya 
standar, memperbesar modal kerja, dan merencanakan kebutuhan masa yang 
akan datang akan uang. 
4. Keuangan (finance) 
Defenisi yang sederhana tentang keuangan (finance) adalah seni untuk 
mendapatkan alat pembayaran. 
5. Anggaran (budget) 
Anggaran (budget) merupakan suatu instrumen yang dirancang untuk 
menfasilitasi perencanaan. 
6. Biaya (cost) 
Biaya (cost) adalah jumlah uang yang disediakan (dialokasikan) dan 
digunakan atau dibelanjakan untuk terlasanakannya berbagai fungsi atau 
kegiatan guna mencapai suatu tujuan dan sasaran-sasaran dalam rangka 
proses manajemen. 
7. Pemicu Biaya (cost driver) 
Pemicu Biaya (cost driver) menurut Blocher dkk, adalah faktor yang 
memberi dampak pada perubahan biaya total. 
1. Pengertian Pembiayaan Pendidikan  
Pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah menitikberatkan upaya 
pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. 
Biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa 
pelayanan yang diserahkan pada siswa. 
Pengertian lain dari pembiayaan pendidikan adalah sebagaimana yang 
diutarakan jumlah uang yang Nanang Fattah bahwa pembiayaan pendidikan 
merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan 
penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan professional 
guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruangan, pengadaan guru, 
pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan/mobile, 
pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan 
ekstrakulikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan. 
2. Model-model Pembiayaan Pendidikan 
Menurut John dan Murphet model pembiayaan sekolah terdapat dua dimensi 
pokok, yaitu dimensi alokasi biaya dan dimensi penghasilan(revenue). Dimensi 
alokasi secara garis besar dikelompokkan dalam dua model, yaitu: 
a. Model flat grant adalah sistem pendistribusian dana atas dasar guru, atau 
beberapa unit kebutuhan yang sama yang diberikan tanpa mempertimbangkan 
variasi biaya yang dibutuhkan dalam pelayanan, program, dan perubahan 
jumlah. 




3. Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia 
Di Indonesia tidak ada aturan baku model pembiayaan pendidikan yang 
digunakan. Akan tetapi, pembiayaan yang ada lebih menunjukkan bauran 
pembiayaan pendidikan meliputi pembiayaan oleh pemerintah pusat (APBN), 
pemerintah daerah (APBD), masyarakat, dan sebagian investor. 
Disajikan implementasi beberapa model pembiayaan disekolah/madrasah 
tingkat dasar hingga SLTA tentang dana-dana yang mengalir ke sekolah dan 
madrasah swasta di lingkungan Lembaga Pendidikan, sebagai berikut. 
a. Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah (BOS) 
Dana ini merupakan bantuan pembiayaan operasional sekolah/madrasah yang 
berasal dari pemerintah pusat (APBN). Lembaga pendidikan yang mendapatkan 
BOS hanya diperuntukkan untuk program Wajar Sembilan Tahun, yaitu SD/MI 
dan SMP/MTs. 
b. Bantuan Khusus Murid (BKM) 
Bantuan ini diperuntukkan bagi siswa yang kurang mampu sejak SD/MI, 
SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA. 
c. Bantuan Khusus Guru (BKG) 
Dana BKG merupakan sharring antara dana pusat dan daerah (Pemda). Cara 
mendapatka dana BKG adalah sekolah mengirimkan data guru ke Diknas, 
kemudian Diknas yang menentukan sekolah mana dan berapa jumlah guru yang 
berhak mendapatkan dana BKG. 
d. Imbal Swadaya 
Imbal swadaya merupakan dana dari pemerintah pusat (APBN) untuk 
pembangunan/rehab gedung dan alat-alat laboratorium.  
e. School Green(Khusus SMK) 
School Green besaran dana Rp 35.000.000,00 per tahun untuk pemberdayaan 
sarana prasarana, gedung, dan peningkatan mutu guru SMK. 
f. Biss Mutu (Khusus SMA) 
Biss Mutu merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat (APBN) dengan 
besaran berkisar Rp 100.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 yang 
bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan khusus SMA. 
g. Dana Rehab (Khusus SD/MI) 
Dana Rehab berasal dari PEMDA (Pemerintah Daerah) setempat dan hanya 
dikhususkan untuk SD/MI negeri maupun swasta. Besaran dana sekitar 8-10 juta 
rupiah. 
h. Beasiswa BSF (Basic School Foundation) 
Beasiswa BSF diperuntukkan bagi siswa MI yang berprestasi.Beasiswa BSF 
merupakan beasiswa bantuan dari Belanda. 
i. Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf 
Dana pendididkan yang berasal dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf biasanya 
bersifat langsung ke lembaga bersangkutan. LP Ma’arif selama ini belum 
mengoordinasi dana tersebut. 
j. Dana Bantuan Orangtua berupa SPP 
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Jumlah besar SPP pada masing-masing sekolah dan madrasah tidak sama sesuai 
dengan jenjang, jenis serta kemajuan pada masing-masing sekolah dan 
madrasah. 
4. Pembiayaan Pendidikan Dana BOS 
Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan pendidikan merupakan hak bagi setiap 
warga Negara, tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang haru diikuti setiap 
warga Negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Lebih lanjut 
dalam pasal 31 ayat (4) disebutkan bahwa Negara memprioritaskan anggaran 
pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan 
dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk 
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 
a. Pengertian BOS 
BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya 
nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib 
belajar. 
Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya 
nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan 
biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan 
prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada 
beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai 
dengan dana BOS. 
b. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat 
terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka Program Wajib Belajar 9 Tahun yang 
bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: 
1) Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB Negeri dan 
SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT Negeri terhadap biaya operasi sekolah. 
2) Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan 
dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta. 
3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah 
swasta. 
c. Landasan Hukum Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
Dalam pelaksanaan program BOS sekolah-sekolah negeri maupun swasta di 
seluruh Indonesia yang menerima dana BOS serta pihak lain yang terkait dan 
bertanggung jawab dalam pelaksanaan program ini harus memperhatikan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan, di antaranya: 
1) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 
2) Undang-Undang No.17 Tahun 1965 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa 
Keuangan. 
3) Undang-Undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999. 
4) Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 




6) Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
7) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
8) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. 
9) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara. 
10) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
11) Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggunjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan. 
12) Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan 
dan Kewenangan Provinsi sebagai OtonomiDaerah. 
13) Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan. 
14) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. 
15) Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. 
16) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional 
Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan 
Pemberantasan Batu Aksara. 
17) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 036/U/1995 tentang 
Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. 
18) Intruksi Presiden No. 004/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite 
Sekolah. 
19) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman 
Pendirian Sekolah. 
20) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 078/M/2008 tentang Penerapan 
Harga Eceran Tertinggi 145 Judul Buku Teks Pelajaran yang Hak Ciptanya 
Dibeli Oleh Departemen Pendidikan Nasional. 
21) Peraturan Mendiknas No. 46 Tahun 2007 Tentang Penetapan Buku Teks 
Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk digunakan dalam Proses 
Pembelajaran. 
22) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 
2008 tentang Buku. 
23) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.12 Tahun 
2008 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat 
Kelayakan untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran. 
24) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.28 Tahun 2008 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.13 Tahun 2008 
Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran yang Hak Ciptanya Dibeli Oleh 
Departemen Pendidikan Nasional. 
25) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.34 Tahun 
2008 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat 
Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran (SD: PKN, IPA, 
IPS, Matematika, Bahasa Indonesia dan SMP: IPA, IPS,Matematika, Bahasa 
Indonesia, Bahasa Inggris). 
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26) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.41 Tahun 
2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat 
Kelayakan untuk digunakan dalam Proses Pembelajaran. 
27) Surat Edaran Dirjen Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia No.SE-
02/PJ./2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban 
Perpajakan Sehubungan Dengan Penggunaan Dana Bantuan Operasional 
(BOS) oleh Bendaharawan atau Penanggung Jawab Pengelolaan Penggunaan 
Dana BOS di Masing-masing Unit Penerima BOS. 
d. Sasaran Program dan Besar Bantuan 
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB dan 
SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan 
Belajar Mandiri (TKB Mandiri) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri 
maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. 
Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan 
jumlah siswa dengan ketentuan: 
1) SD/SDLB    : Rp 800.000,-/siswa/tahun 
2) SMP/SMPLB/SMPT/SATAP  : Rp 1.000.000,-/siswa/tahun 
e. Waktu Penyaluran Dana 
Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-
Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. 
Pada tahun anggaran 2015, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk 
periode Januari sampai dengan Desember 2015, yaitu Triwulan I dan II tahun 
anggaran 2015 tahun ajaran 2014/2015 dan triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 
tahun ajaran 2014/2015. 
Bagi wilayah yang sangat sulit secara geografis (wilayah terpencil) sehingga 
proses pengambilan dana BOS oleh sekolah mengalami hambatan atau memerlukan 
biaya pengambilan yang mahal, penyaluran dana BOS oleh sekolah dilakukan setiap 
semester, yaitu pada awal semester, penentuan wilayah terpencil ditetapkan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
1) Unit wilayah terpencil adalah kecamatan; 
2) Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota mengusulkan nama-nama kecamatan 
terpencil kepada Tim Manajemen BOS Provinsi, selanjutnya Tim Manajemen 
BOS Provinsi mengusulkan daftar nama tersebut ke Tim Manajemen BOS 
Pusat; 
3) Kementrian keuangan menetapkan daftar alokasi dana BOS wilayah terpencil 
berdasarkan usulan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 
f. Standar Sasaran dan Pembiayaaan Dana BOS 
Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan 
keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite 
Sekolah. Hasil kesepakatan harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita 
acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana 
BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk 





 Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (qualitative 
research). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti 
pada kondisi obyek yang alamiah, yakni sesuatu  yang apa adanya, tidak 
dimanipulasi keadaan dan kondisinya. Penelitian kualitatif menempatkan peneliti 
sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 
triangulasi/gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih 
menekankan makna dari pada generalisasi. 
Penggunaan penelitian kualitatif sangat relevan dengan arah penelitian 
penulis, karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan kondisi alamiah 
terkait persepsi orang tua terhadap pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN No. 
223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar. Adapun lokasi penelitian yaitu di SDN No. 
223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar, pemilihan lokasi penelitian di dasari 
dengan beberapa pertimbangan antara lain; Pertama, sekolah tersebut merupakan 
kondisi secara geografis memudahkan penulis selaku peneliti untuk melaksakan 
proses penelitian dengan efektif dan efisien. Kedua, sekolah tersebut merupakan 
salah satu sekolah yang menerima pembiayaan pendidikan dana BOS. Ketiga, akar 
masalah sebagai landasan ontologis penelitian berawal dari sekolah tersebut 
sehingga memberanikan penulis untuk mengajukan gagasan penelitian ini. 
FOKUS PENELITIAN 
Berberapa literatur menjelaskan bahwa fokus penelitian merupakan batasan 
masalah yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum sebagai parameter 
penelitian. Dalam penelitian ini, fokus penelitian berbicara pada persepsi orang tua 
terhadap pembiayaan pendidikan dana BOS. Beranjak dari masalah yang diangkat 
masih bersifat umum terutama pada variabel persepsi orang tua, untuk memudahkan 
penulis dalam melakukan penelitian maka penulis memfokuskan penelitian persepsi 
orang tua pada pembiayaan pendidikan dana BOS,  menurut hemat penulis sangat 
erat kaitanya dengan masalah yang  dilihat dari beberapa perspektif meliputi: 
a. Mendeskripsikan persepsi orang tua terhadap pembiayaan pendidikan dana BOS 
di SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar; 
b. Mendeskripsikan implementasi pembiayaan pendidikan dana BOS menekankan 
pada proses implementasi yang meliputi; tahap perencanaan pemberian bantuan 
biaya pendidikan, tahap implementasi pembiayaan pendidikan dana BOS, serta 
tahap evaluasi pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN No. 223 Inpres 
Kadatong Kabupaten Takalar. 
SUMBER DATA 
Sumber data merupakan hal yang paling urgen dalam proses penelitian, 
disebabkan sumber data adalah satu komponen utama yang dijadikan sebagai sumber 
informasi sehingga dapat menggambarkan hasil dari suatu penelitian. Penentuan 
sampel sebagai sumber data dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive 
sampling, yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 
tertentu.Pertimbangan tertentu yang dimaksud, misalnya orang tersebut di anggap 
paling tahu tentang sesuatu yang diharapkan oleh peneliti. Adapun sampel yang 
digunakan sebagai sumber data  dalam penelitian ini antara lain: 
a. Orang Tua Peserta Didik 
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Orang Tua adalah informan utama sebagai sumber data dalam penelitian ini 
dengan pertimbangan bahwa orang tua merupakan figur sentral selaku stakeholder 
dalam dunia pendidikan.Orang tua yang dimaksud penulis sebagai sumber datadalam 
penelitian ini adalah orang tua siswa di SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten 
Takalar. 
b. Kepala Sekolah 
Kepala sekolah adalah nahkoda yang berperan penting dalam menentukan arah 
keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Kepemimpinan seorang kepala sekolah 
dengan integritas tinggi turut mempengaruhi semua komponen yang ada dalam 
lingkup pendidikan termasuk dalam proses pembelajaran dan pelaksanaan 
kurikulum. Pemilihan kepala sekolah sebagai sumber data dengan pertimbangan 
bahwa yang bersangkutan merupakan pengawas internal yang selalu memonitoring 
setiap aktivitas yang ada di lingkup SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten 
Takalar. 
c. Komite Sekolah 
Komite sekolah adalah selaku tim perumus program pembiayaan pendidikan 
serta pihak yang mengetahui tentang penyaluran dana biaya pendidikan. Pemilihan 
komite sekolah sebagai sumber data dengan pertimbangan bahwa komite sekolah 
merupakan pengawas eksternal yang selalu memonitoring setiap pembiayaan 
pendidikan yang ada di lingkup SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar. 
d. Pengawas 
Pengawasmerupakan tim independen di lingkup Dinas Pendidikan yang 
memiliki otoritas untuk mengawasi dan mengevaluasi standar proses maupun 
perkembangan lembaga pendidikan secara bottom up mulai dari tingkat dasar sampai 
tingkat menengah. Salah satu dari tugas supervisor adalah mengintegrasi tujuan 
pendidikan dan membantumeningkatkan kemampuan guru-guru dalammengajar. 
Pemilihan supervisi sebagai sumber data dengan pertimbangan bahwa yang 
bersangkutan memiliki peranan serta funsgsi kelembagaan untuk mengawasi 
bagaimana pelakasanaan dana BOS, dilingkungan sekolah. Paling tidak, supervisi 
dapat memberikan keterangan kepada peneliti perihal pelaksanaan pembiayaan 
pendidikan dana BOS di SDN No. 223 Inpres kadatong Kabupaten Takalar. 
e. Masyarakat 
Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah yang 
di dalamnya terdapat norma-norma, hukum, nilai-nilai, aturan yang berjalan dan 
berfungsi kesemua untuk mengatur individu-individu di wilayah tersebut untuk 
menjadi lebih baik bagi diri pribadi maupun orang lain. Kaitannya dengan penelitian 
ini, masyarakat merupakan juga salah satu tokoh yang berperan penting dalam 
terlaksananya suatu pendidikan. 
f. Guru 
Guru merupakan informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini 
dengan pertimbangan bahwa guru merupakan figur sentral selaku eksekutor dalam 
proses pembelajaran di sekolah. Guru yang dimaksud penulis sebagai sumber data 
dalam penelitian ini adalah bagaimana pembayaran honorium guru di SDN No. 223 
Inpres Kadatong Kabupaten Takalar. 
METODE PENGUMPULAN DATA 
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1. Metode Observasi  
2. Metode Wawancara 
3. Metode Dokumentasi 
TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 
Analisis dan interpretasi secara konseptual merupakan proses yang terpisah 
dalam hal mengorganisasikan data penelitian. Analisis menekankan pertimbangan 
kata-kata, konteks, non-verbal, konsistensi internal, perluasan intensitas, dan yang 
paling penting adalah melakukan reduksi data. Sedangkan proses interpretasi 
melibatkan pengikatan makna dan signifikansi analisis, penjelasan pola deskriptif 
dengan melihat hubungan yang saling terkait, kemudian menarik sebuah kesimpulan 
sebagai hasil akhir dari laporan penelitian. 
Bahkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, maupun 
bahan-bahan lainnya akan mempunyai arti setelah dianalisis dan diinterpretasi 
dengan menggunakan metode analisis dan interpretasi data yang relevan dengan 
kebutuhan penelitian. Kaitannya dengan penelitian ini, metode analisis dan 
interpretasi data yang digunakan oleh peneliti adalah model analisis  Miles dan 
Huberman dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Reduksi data (Data Reduction)yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang 
banyak dan kompleks maka perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. 
Mereduksi data dengan cara merangkum,memilih hal-hal pokok, 
memfokuskan hal-hal yang penting dan membuang hal yang dianggap kurang 
penting. 
b. Penyajian data (Data Display) yaitu data yang sudah direduksi disajikan dalam 
bentuk uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data 
tersebut, maka data akan mudah dipahami sehingga memudahkan rencana 
kerja selanjutnya 
c. Penarikan kesimpulan (Konklusif) yaitu data yang sudah disajikan dianalisis 
secara kritis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dilapangan. Penarikan 
kesimpulan dikemukakan dalam bentuk naratif sebagai jawaban dari rumusan 
masalah yang dirumuskan sejak awal. 
Penggunaan metodeanalisis dan interpretasi bertujuanmemberikan penjelasan 
secara deskriptif agar membantu pembaca mengetahui apa yang terjadi dilingkungan 
pengamatan, seperti apa pandangan partisipan yang berada di latar penelitian. 
Deskripsi yang cukup dan pernyataan langsung dimaksudkanuntuk 
membantu pembaca memahami secara penuh dari pemikiran orang yang terwakili 
secara naratif, terkait denga persepsi orang tua terhadap pembiayaan pendidikan 
dana BOS di SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar. 
PENGUJIAN KEABSAHAN DATA 
Kaitannya dengan pengujian keabsahan data, peneliti menekankan pada uji 
kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian melalui beberapa tahap 
antara lain; memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, 
melaksanakan triangulasi sumber data maupun teknik pengumpulan data, melakukan 
diskusi dengan sejawat/orang yang berkompeten menyangkut persoalan yang sedang 
diteliti, serta mengadakan member chek untuk memastikan kesesuaian data yang 
telah diberikan oleh pemberi data. Pengujian keabsahan data diharapkan mampu 
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memberikan penguatan secara optimal dalam proses pengumpulan data penelitian 
yang berkenaan denganpersepsi orang tua terhadap pembiayaan pendidikan dana 
BOS di SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Persepsi Orang Tua terhadap Pembiayaan Pendidikan Dana BOS di SDN 
No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar 
Orang tua merupakan tokoh yang berperan penting dalam terlaksananya 
pendidikan terhadap seorang anak, sebagai tokoh yang berperan penting terhadap 
pendidikan anak maka, orang tua harus mampu memposisikan diri bukan hanya 
sebagai guru tapi mampu menjadi contoh dari segi perilaku maupun akhlak terhadap 
seorang anak.Selain sebagai pelaksana pendidikan dalam lingkungan keluarga orang 
tua bertanggung jawab terhadap pendidikan formal anak salah satunya bertanggung 
jawab terhadap pembiayaan pendidikan anak. 
1. Pendapat Orang Tua Terhadap Pembiayaan Pendidikan Dana BOS 
Dalam proses pengumpulan data pada tahap ini peneliti menggunakan 
metode wawancara. Untuk mendapatkan hasil data yang akurat, peneliti memilih 
beberapa informan yang peneliti anggap memenuhi kriteria sebagai informan, 
informan yang peneliti ambil adalah orang tua siswa yang tergolong berpenghasilan 
rendah.Terkait dengan masalah pendapat orang terhadap pembiayaan dana BOS.Dari 
hasil wawancara tersebut salah seorang informan bernama Ibu Sukmawati Dg. 
Mamimengungkapkan bahwa: 
“Pelaksanaan pembiayaan dana Bos sangat tepat, karena pembiayaan 
pendidikan dana BOS cukup membantu kami selaku orang tua siswadalam 
membiayai pendidikan anak kami di sekolah termasuk pembayaran SPP, Iuran 
(Komite dan Pramuka) sekolah yang selama ini menjadi beban setiap orang tua 
siswa”. 
Kutipan wawancara di atas, menurut hemat penulis menggambarkan subjek 
penelitian sangat tepat dengan adanya pembiayaan pendidikan dana BOS. 
Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Ibu Hasrawati Dg. Ti`no, beliau 
mengungkapkan: 
“Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sangat tepat, karena pembiayaan 
pendidikan dana BOS sangat membantu kami yang berpenghasilan menengah 
kebawah sehingga anak-anak kami dapat bersekolah selayaknya anak-anak yang 
orang tuanya berpenghasilan menengah keatas dan sayapun sangat berterima kasih 
kepada pemerintah yang telah membuat kebijakan seperti ini”. 
Kutipan wawancara di atas, menurut hemat penulis menggambarkan 
bahwaimplementasi pembiayaan pendidikandana BOS sangat tepat 
sasaran.Pernyataan senada juga diungkapkan olehBapak Abd. Rahman Dg Toro, 
beliau mengungkapkan: 
“Sejak pemerintah mengeluarkan program pembiayaan pendidikan dana 
BOS, menurut saya sangat bagus karena bisa mengurangi beban beban kami selaku 
orang tua siswa dan anak-anak kami mendapatkan banyak fasilitas di sekolah”. 
Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwapembiayaan dana BOS 
membantu orang tua siswa dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak mereka. 
Sama halnya juga dinyatakan olehBapak Hamzah Dg Ropu, beliau mengungkapkan: 
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“Menurut saya dengan adanya dana BOS, selaku orang tua siswa sangat 
terbantu untuk menyelesaikan pendidikan anak kami untuk mengenyam pendidikan 
selama sembilan tahun tanpa memungut biaya yang banyak”. 
Dari beberapa hasil wawancara yang ungkapkan oleh beberapa informan bisa 
disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan pendidikan dana BOS sangat membantu 
orang tua siswa dalam hal pembiayaan pendidikan. 
2. Tanggapan Orang Tua Terhadap Pembiayaan Pendidikan Dana BOS 
Untuk mendapatkan hasil yang akurat maka, peneliti memilih beberapa 
informan yang peneliti anggap memenuhi kriteria sebagai informan, informan yang 
peneliti ambil adalah orang tua siswa yang tergolong berpenghasilan rendah.Dari 
hasil wawancara tersebut salah seorang informan bernama Bapak Abd. Samad Dg. 
Nyengka mengatakan bahwa: 
“Kalau bisa ditambah lagi supaya fasilitas sekolah lebih bagus lagi agar 
kedepannya sekolah ini bisa menjadi sekolah percontohan bagi sekolah lainnya 
dalam mengelolah dana tersebut dan keamanan sekolah lebih ditingkatkan agar 
kenyamanan siswa(i) khususnya anak kami bisa terjamin”. 
Kutipan wawancara di atas, menurut hemat penulis menggambarkan besarnya 
harapan orang tua siswa terhadap program pembiayaan pendidikan dana BOS. 
Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Ibu Ratna Dg. Jinne, mengatakan: 
“Selama diberlakukandana BOS di sekolah SDN No. 223 Inpres Kadatong 
Kabupaten Takalar kualitas guru saya lihat sangat meningkat melalui pengembangan 
proses pembelajaran melalui kegiatan kelompok kerja guru di setiap gugus”. 
Merujuk dari hasil wawancara di atas, menurut hemat penulis dengan adanya 
pembiayaan pendidikan dana BOS, kualitas tenaga pendidik memiliki peningkatan 
dibandingkan sebelumnya, ini dikarenakan tunjangan untuk para tenaga pendidik 
diperhatikan sehingga mereka lebih fokus untuk menekuni profesi mereka sebagai 
pendidik.Tidak jauh berbeda dengan ungkapan informan diatas, diungkapkan juga 
oleh Ibu Dg. Mawara, beliau mengungkapkan: 
“Saya rasa dengan adanya dana BOS di SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten 
Takalar cukup bagus karena Selama adanya pembiayaan pendidikan dana BOS, 
melihat pihak sekolah mulai berbenah untuk memperbaiki kualitas pendidik, 
infrastruktur, serta sarana dan prasarana terlebih kelengkapan media pembelajaran”. 
Sebagai kesimpulan dari berbagai informasi yang diungkapkan oleh beberapa 
informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pembiayaan 
pendidikan dana BOS SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar banyak 
mengalami peningkatan baik dari segi kualitas pendidik dan prasarana sekolah. 
3. Penilaian Orang TuaTerhadap Pembiayaan Pendidikan Dana BOS 
Data tentang penilaian orang tua merupakan data yang berisi asumsi dan 
pendapat terkait dengan pembiayaan pendidikan.Dalam pengumpulan data ini, 
peneliti memilih beberapa informan yang peneliti anggap memenuhi kriteria sebagai 
informan, informan yang peneliti ambil adalah orang tua siswa yang tergolong 
berpenghasilan rendah. Adapun dari hasil wawancara tersebut salah seorang 
informan bernamaIbu Halijah Dg. Ngagamengatakan: 
“Kalau saya dimintai tentang penilaian masalah pembiayaan pendidikan dana 
BOS yang dilaksanakan SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar, maka 
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pasti saya akan mengatakan baik karena sekolah tersebut sudah mengalokasikan 
dana dengan sebaik-baiknya dan menurut saya sudah tepat sasaran”. 
Kutipan wawancara di atas, memberikan penegasan bahwa pembiayaan 
pendidikan dana BOS sudah di alokasikan dengan baik dan tepat sasaran. Pernyataan 
hampir samajuga diungkapkan oleh Ibu Muliati Dg. Kamma, mengatakan: 
“Selama ini yang saya lihat perkembangan SDN No. 223 Inpres Kadatong 
Kabupaten Takalar semakin baikdan ada bukti nyata yang dilakukan dengan 
pembangunannya dibandingkan sebelum masuknya dana BOS di sekolah tersebut”. 
Dari hasil wawancara di atas, mengungkap bahwa adanya pembiayaan 
pendidikan dana BOS yang diprogramkan pemerintah membuat menjadi lebih 
meningkat dibandingkan sebelum dilaksanakannya pembiayaan pendidikan dana 
BOS. Pernyataan senada juga diberikan oleh Sunniati Dg. Memang, mengatakan: 
“Saya lihat dengan adanya pembiayaan pendidikan dana BOS, sekolah 
banyak mengalami perubahan yang baik karena kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler 
siswa khususnya pramuka lebih meningkat dan saya lihat, siswa-siswa juga banyak 
prestasi yang diperoleh pada saat mengikuti perlombaan di perkemahan”. 
 Dari tiga hasil wawancara dengan informan di atas terkait penilaian 
maka, peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya perubahan pada sekolah SDN No. 
223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar selama diterapkan program pembiayaan 
pendidikan dana BOS. 
Dari hasil pengumpulan data dari beberapa informan terkait persepsi orang 
tua terhadap pembiayaan pendidikan dana BOS dengan menggunakan metode 
wawancara maka, penulis meyimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan dana BOS di 
SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar para orang tua sangat antusias 
merespon, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni program 
wajib belajar sembilan tahun, baik dari segi pendapat, tanggapan, dan penilaian 
orang tua sangat positif terhadap pembiayaan pendidikan dana BOS, ini menunjukan 
bahwa program pembiayaan pendidikan dana BOS sangat membantu. 
B. Implementasi Pembiayaan Pendidikan Dana BOS di SDN No. 223 Inpres 
Kadatong Kabupaten Takalar. 
1. Tahap Perencanaan PembiayaanPendidikan Dana BOS 
Pembiayaan dana BOS tidak langsung programkan dan di implementasikan 
begitu saja melainkan telah melewati perencanaan yang matang serta terstruktur agar 
tujuan dari pembiayaan pendidikan dana BOS sesuai dengan tujuan yang diharapkan 
oleh semua pihak terlebih orang tua siswa selaku stakehorlder. Merujuk dari sub 
poin penelitian ini, peneliti memilih beberapa orang sebagai informan yang menurut 
peneliti memiliki pemahaman yang memadai untuk di wawancarai terkait 
perencanaan pemberian bantuan biaya pendidikan beberapa diantaranya Bapak M. 
Nur Muttahidah Dg. Muntu selaku komite sekolah mengatakan: 
“Perencanaan yang dilakukan oleh sekolah SDN No. 223 Inpres Kadatong 
Kabupaten Takalar sangatlah tepat karena pihak sekolah selalu berpedoman pada 
juknis yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengalokasikan dana tersebut dan 
setiap sekolah ingin merencanakan untuk diperbaiki maka pihak sekolah 
mengundang orang tua siswa untuk memebicarakan hal tersebut misalnya pada saat 
perbaikan pintu gerbang, peving block lapangan upacara, serta memperindah dinding 
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sekolah dengan lukisan dan saya lihat pihak sekolah merencanakan mengadakan alat 
peraga olahraga serta pengadaan referensi dan buku bacaan bagi siswa”. 
Wawancara di atas menegaskan bahwa adanya perencanaan yang matang  
dilakukan SDN No. 223 Inpres KadatongKabupaten Takalar dengan dilibatkan orang 
tua siswa untuk ikut serta dalam perencanaan, ini menunjukan bahwa pihak sekolah 
ingin memberikan pemahaman kepada orang tua siswa terkait program pembiayaan 
pendidikan dana BOS. Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Bapak Syarifuddin 
Lira, A.Ma.Pd selaku pihak supervisior beliau mengungkapkan: 
“Saya lihat ketika SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar 
merencanakan suata kegiatan yang ingin dibiayai sekolah maka, pihak sekolah  
mengadakan rapat bersama komite sekolah, guru dan orang tua siswa untuk 
menyusun RKAS berdasarkan kebutuhan sekolah sesuai dengan besarnya dana yang 
akan diterima oleh sekolah, pembelanjaan yang dilakukan oleh pihak sekolah tidak 
boleh keluar dari RKAS yang telah dibuat”. 
Menurut hemat penulis, pernyataan diatas menunjukkan adanya kesiapan dari 
pihak sekolah secara matang sebelum mengimplementasikan program tersebut dan 
mengajak orang tua siswa untuk mengontrol pelaksanaannya. Pernyataan senada 
juga diungkapkan oleh Bapak M. Rafiuddin, S.Pd selaku kepala sekolah: 
“Ketika dana BOS akan cair maka, kami pihak sekolah mengundang pihak 
komite sekolah, elemen masyarakat dalam hal ini orang tua siswa untuk duduk 
bersama membicarakan apa-apa yang harus dibiayai oleh dana tersebut”. 
Dari hasil beberapa informasi yang diperoleh diatas, dapatlah disimpulkan 
bahwa dalam tahap perencanaan sampai pada tahap implementasi pihak SDN No. 
223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar selalu mengikut sertakan semua elemen-
elemen masyarakat untuk memberikan masukan terhadap kepada sekolah sekaligus 
sebagai pengontrol pelaksanaannya. 
 
 
2. Tahap Implementasi Pembiayaan Pendidikan 
Setelah tahap perencanaan matang, maka saatnya untuk 
mengimplementasikan apa yang telah direncanakan tersebut. Tahap 
pengimplementasian ini harus mengacu terhadap apa yang telah direncanakan 
sebelumnya dan sebisa mungkin tidak menyimpang dari apa yang direncanakan agar 
pengimplementasian pembiayaan dana BOS ini efektif dan tepat sasaran. Adapun 
hasil wawancara terkait perencanaan pemberian bantuan biaya pendidikan 
dideskripsikan sebagai berikut;menurut hasil wawancara dengan Bapak M. 
Rafiuddin, S.Pd mengatakan: 
“Kami pihak sekolah ketika melaksanakan dalam mengalokasikan dana 
tersebut tetap kami berpatokan pada juknis yang dikeluarkan oleh pemerintah dan 
setiap triwulan berbeda-beda kebutuhan sekolah, dalam penggunaan dana tersebut 
baik perbaikan fisik sekolah kami menggunakan dana sebesar 5% dari dana BOS 
tersebut dan dilakukan pembayaran secara bertahap serta setiap pembelanjaan yang 
dilakukan dilengkapi dengan kwintansi dan ditempelkan materai 3000 dan 6000 
yang sesuia besarnya pembelanjaan yang dilakukan oleh bendahara sekolah”. 
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Kutipan wawancara di atas, menurut hemat penulis menggambarkan bentuk 
sikap yang baik terhadap perencanaan yang dilakukan SDN No. 223 Inpres 
Kadatong. Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Bapak Syarifuddin Lira, 
A.Ma.Pd mengatakan: 
“Saya lihat implementasi pembiayaan pendidikan dana BOS yang dilakukan 
SDN No. 223 Inpres Kadatong itu ketika melaksanakan selalu mengikuti RKAS 
yang telah dibuat dan ditetapkan pelaksanaannya”. 
Kutipan wawancara di atas, menurut hemat penulis menggambarkan bentuk 
sikap yang tegas terhadap perencanaan yang dilakukan SDN No. 223 Inpres 
Kadatong. Pernyataan senada juga diungkapkan olehBapak M. Nur Muttahidah Dg. 
Muntumengatakan: 
“Saya lihat dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan dana BOS yang dilakukan 
kepala sekolah SDN No. 223 Inpres Kadatong pada saat proses tahap pelaksanaan 
sangat tegas dan kepala sekolah tersebut tidak maupun kecolongan dalam mengawal 
belanja bendahara sekolah dan selalu meminta bukti-bukti belanja yang disertai 
dengan materai”. 
Dari hasil beberapa informasi yang diperoleh diatas, dapatlah disimpulkan 
bahwa dalam tahap pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi pihak SDN No. 223 
Inpres Kadatong Kabupaten Takalar selalu berpatokan pada RKAS  yang telah 
dibuat dan mengenai aturan-aturan dana BOS pihak sekolah mengikuti petunjuk 
teknis yang dikeluarkan pemerintah. 
3. Tahap Evaluasi Pembiayaan Pendidikan 
Setelah melalui beberapa tahapan di atas, maka saatnya mengevaluasi dari 
apa yang telah dilaksanakan sekolah. Tahap evaluasi ini harus melihat apa-apa saja 
yang direncanakan sekolah dan bagaimana pelaksanaan apa yang dirancang sekolah 
tersebut. Adapun hasil wawancara terkait dengan evaluasi pembiayaan pendidikan 
dana BOS dideskripsikan sebagai berikut; menurut hasil wawancara dengan Bapak 
Hasruddin, S.Pd mengatakan: 
“Ketika dana BOS telah diterima kami dari pihak guru diundang oleh kepala sekolah 
untuk melihat langsung proses pembagian dana tersebut dalam hal ini menurut saya 
kepala sekolah SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar transparan dalam 
mengelola dana tersebut dan sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh 
pemerintah bahwasanya 15% dari total dana BOS untuk membayar honor bagi guru 
NON PNS”. 
Kutipan wawancara di atas, menurut hemat penulis menggambarkan sikap 
yang transparan terhadap evaluasi yang dilakukan SDN No. 223 Inpres Kadatong. 
Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Bapak Rafiuddin, S.Pd mengatakan: 
“Saya selaku kepala sekolah membenarkan apa yang diungkapkan oleh salah satu 
guru SDN No. 223 Inpres Kadatong bahwasanya 15% diambil dari total dana BOS 
yang diterima oleh sekolah dan di dalamnya masih terbagi beberapa bagian yang 
dibiayai diantaranya; remedial, pengisian rapor, penyusunan perangkat 
pembelajaran, honor guru, penjaga sekolah, satpam sekolah, pegawai administrasi 
(operator sekolah)”. 
Dari hasil wawancara di atas, mengungkap bahwa penggunaan dana BOS di 
SDN No. 223 Kadatong Kabupaten Takalar menunjukkan pengalokasian 
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pembiayaan pendidikan dana BOS yang jelas. Pernyataan senada juga diungkapkan 
oleh Herman Dg Tompo: 
“Jika kita berbicara masalah keuangan menurut saya merupakan hal yang amat 
sensitif dan dibutuhkan kejujuran serta keterbukaan dalam ini transparansi dana itu 
harus dilakukan oleh setiap lembaga. Menurut saya apa yang  dilakukan oleh pihak 
kepala sekolah dan bendahara akan keterbukaan dana BOS sudah dilakukan”. 
Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan menggunakan 
metode wawancara maka, peneliti berkesimpulan bahwa implementasi pembiayaan 
pendidikan dana BOS di SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar mulai 
dari perencanaan, implementasi sampai pada tahap evaluasi, selalu berpedoman 
terhadap petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah agar pengalokasian dana 
dapat tepat sasaran serta transparan dalam mengelolah dana BOS dan pihak sekolah 
juga mengikut sertakan semua elemen-elemen masyarakat untuk memberikan 
masukan kepada sekolah sekaligus mengawasi pelaksanaan pembiayaan tersebut. 
KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian bab sebelumnya terkait pembahasan temuan penelitian 
tentang persepsi orang tua terhadap pembiyaan pendidikan dana BOS di SDN No. 
223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  
1. Persepsi orang tua terhadap pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN No. 223 
Inpres Kadatong Kabupaten Takalar orang tua peserta didik sangat antusias 
merespon, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni 
program wajib belajar sembilan tahun, baik dari segi pendapat, tanggapan, dan 
penilaian orang tua sangat positif terhadap pembiayaan pendidikan dana BOS, 
ini menunjukan bahwa program pembiayaan pendidikan dana BOS sangat  
membantu. 
2. Implementasi pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN No. 223 Inpres 
Kadatong Kabupaten Takalar mulai dari perencanaan pembiayaan pendidikan 
sampai pada tahap evaluasi pembiayaan pendidikan, selalu mengikut sertakan 
semua elemen-elemen masyarakat untuk memberikan masukan terhadap sekolah 
sekaligus sebagai pengontrol pelaksanaannya. Kemudian pada tahap 
implementasi pembiayaan pendidikan selalu berpatokan pada RKAS (Rencana 
Kegiatan Anggaran Sekolah) yang telah dibuat dan mengenai aturan-aturan dana 
BOS pihak sekolah mengikuti petunjuk teknis yang dikeluarkan pemerintah 
hingga penerapannya tepat pada sasaran serta transparan dalam mengelola dana 
BOS dan pihak sekolah juga mengikut sertakan semua elemen-elemen 
masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pembiayaan tersebut. 
IMPLIKASI PENELITIAN 
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti 
mengemukakan implikasi penelitian sebagai berikut: 
1. Kepada pihak sekolah agar terus meningkatkan dan memperbaiki sistem 
pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten 
Takalar. 
2. Kepada peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan untuk melanjutkan penelitian 
yang serupa dengan melihat faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi 







Abdullah, Ambo Enre. Pendidikan Di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pustaka 
Timur, 2005. 
 
Anis, Muhammad. Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SDIT Assalamah 
Ungaran, Skripsi. Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fak. Ilmu 
Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2013. 
 
Anton M, Moelino. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1990. 
Abu Bakar, Anwar. Persepsi Pegawai Terhadap Kualifikasi Pendidikan dan 
Penempatan pada Kantor DEPAG Propensi SUL-SEL, Tesis. Makassar: 
Program Pasca Sarjana UNM Makassar, 2002. 
Bungin, Burhan. Metodologi Peneltian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah 
Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010. 
 
Departemen Agama RI, Al-Quran danterjemahannya. 
 
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 
edisi ke empat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2008. 
 
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dana 
Bantuan Operasional Sekolah, 2013. 
 
Emzir. Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta: 
Rajagrafindo Persada, 2012. 
 
Djamarah, Syaiful Bahri. Pola Komunikasi Orang Tua & Anak Dalam Keluarga 
Sebuah Prespektif Pendidikan Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 2004. 
Fatah, Nanang. Standar Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2012. 
 
Hasbullah. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers, 2013. 
 
Isani, Fitria. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan 
Pendidikan Gratis di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Skripsi. 






Leavit, Harold J.Psikologi Manajemen Penerjemah Drs. Muslicha Zarkasi. Jakarta: 
Erlangga, 1992. 
 
Lestari,  Sri. Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam 
Keluarga. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013. 
 
Mar’at, Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya. Bandung: Ghalia 
Indonesia, 1981. 
 
Matin. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: 
Rajawali Pers, 2014. 
 
Mulyono. Konsep Pembiayaan Pendidikan. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014. 
Partanto, Pius A. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arkola 2001. 
 
Qayyum, La Ode Abdul Haadiy. Efektifitas Program Pendidikan Gratis di SMP 
Negeri 3 Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, Skripsi. Jurusan Ilmu 
Administrasi, Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 
2012. 
 
Rahmat, Jalaluddin. Psiokologi Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 
1994. 
 
Riduwan. Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Kariawan dan Peneliti Pemula, 
Jakarta: Rajawali Pers 2014. 
 
Republik Indonesia.Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen. Cet. III; Yogyakarta: PustakaPelajar, 2012.  
 
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 
R&D. Bandung: Alfabeta 2012. 
 
Universitas Islam Negeri. Pedoman Tesis dan Disertasi. Makassar: Program 
Pascasarjana, 2013. 
Walgito, Bimo. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: C.V Andi Yogyakarta, 
2005. 
Wirawan, Sarwono. Pengantar Umum Psikologi. Jakarta: Bulan Bintang, 1974. 
82 
 
                   . “Undang-Undang  RI  Nomor  20 Tahun 2003 tentang Sistem 








A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan fenomena manusia yang fundamental, yang juga 
mempunyai sifat konstruktif dalam hidup manusia. Karena itulah kita dituntut untuk 
mampu mengadakan refleksi ilmiah tentang pendidikan tersebut.1Salah satu upaya 
untuk memajukan masyarakat ialah dengan mengembangkan pendidikan. Masyarakat 
dapat dipandang lebih maju kalau semakin meningkat taraf hidupnya, materil-
spiritual, semakin cerdas dalam memecahkan permasalahan baru, semakin mampu 
dan terampil menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan baru, bahkan semakin 
mantap ketakwaan dan keimanannya.2 Allah SWT menegaskan pentingnya 
pendidikan dalam kehidupan manusia sebagai bekal hidup di dunia yang pada 
hakikatnya adalah manusia ditempatkan sebagai Khalifah di muka bumi sebagai 
mana Firman Allah swt  dalam QS Al-Baqarah/2:30. 
    
      
    
   
   
     
         
Terjemahnya : 
Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." 
mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu 
orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, 
Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 
                                                          
1Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Cet. XI; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 6. 
2Ambo Enre Abdullah, Pendidikan Di Era Otonomi Daerah (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka 






Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak 
kamu ketahui".3 
Secara umum pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk membina 
kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam 
perkembangannya, istilah pendidikan atau paedagogie berarti bimbingan atau 
pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi 
dewasa. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh 
seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat 
hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.4 Indonesia merupakan 
Negara yang menjadikan pendidikan sebagai suatu kebutuhan yang diharapkan 
mampu menciptakan sumber daya manusia yang baik sebagai salah satu usaha untuk 
menyongsong generasi emas, 100 tahun Indonesia merdeka sebagaimana dinyatakan 
dalam  UU No. 20 Tahun 2003. 
“Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlakukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.5 
Terdapat banyak hal yang berkaitan dengan pendidikan, antara lain mengenai 
sistem pendidikan, jenjang dan tingkat pendidikan, pembelajaran, serta pembiayaan 
dalam pendidikan. Dari beberapa hal yang berkaitan dengan pendidikan tersebut, 
pembiayaan merupakan hal yang berpengaruh dalam sukses dan tidaknya pencapaian 
pendidikan, pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki tanggung jawab atas 
kelancaran proses pendidikan di negeri ini selain stakeholder yang ada sebagai pihak 
                                                          
3Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya. 
4Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Cet. XI; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 1. 





yang berkepentingan. Pembiayaan pendidikan adalah faktor penting dalam menjamin 
mutu dan kualitas proses pendidikan.6 Agar pendidikan berhasil, maka perlu 
pembiayaan yang memadai, meskipun pembiayaan bukan satu-satunya faktor penentu 
keberhasilan pendidikan, namun tanpa pembiayaan yang cukup maka kualitas 
pendidikan tidak dapat berkembang dengan baik. 
Biaya pendidikan merupakan komponen masukan instrumental (instrumental 
input) yang sangat penting dalam menyiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) melalui 
penyelenggaraan pendidikan di sekolah.7 Biaya pendidikan adalah seluruh 
pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa 
tanggung jawab semua pihak (masyarakat, orang tua, dan pemerintah) terhadap 
pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan tercapai secara 
efisien dan efektif.8 Dengan demikian maka, pendidikan merupakan tanggung jawab 
kita semua. 
Pemerintah merupakan salah satu komponen yang punya tanggung jawab 
besar dalam dunia pendidikan terkhusus di Indonesia. Pemerintah mempunyai 
kewajiban kepada rakyatnya untuk memajukan SDM (Sumber Daya Manusia) di 
negerinya termasuk memberikan pelayanan pendidikan yang memadai. Pemerintah 
harus betul-betul memperhatikan keadaan pendidikan karena kemajuan dan 
kemunduran suatu negara bisa dilihat dengan salah satu indikatornya yaitu eksistensi 
pendidikan di negara tersebut. Menjadi persoalan yang sangat fatal ketika proses 
pendidikan tidak mendapatkan pembiayaan yang maksimal, seperti beberapa 
                                                          
6Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 5. 
7Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, h. 23. 
8Matin, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya (Cet. I; Jakarta: 





persoalan yang terjadi akhir-akhir ini terdapat banyak bangunan sekolah yang tidak 
layak pakai, keterbatasan bahan ajar yang terdapat di berbagai lembaga pendidikan 
serta kurangnnya minat baca peserta didik dikarenakan terbatasnya ketersediaan 
perpustakaan diberbagai sekolah, namun tidak terlepas dari itu yang lebih 
memperparah kondisi pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini sering terdapat ketidak 
merataan kualitas pendidikan disebabkan oleh komersialisasi pendidikan di wilayah 
perkotaan sedangkan untuk pendidikan di pelosok daerah cenderung diabaikan, ini 
tentu menunjukkan bahwa sikap tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan 
hak warga Negara dalam mengenyam pendidikan secara merata harus betul-betul 
diharapkan sebagai mana yang tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003 Tentang 
sistem pendidikan nasional pasal 34 ayat 2  mengamanatkan bahwa “Pemerintah dan 
pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang 
pendidikan dasar tanpa memungut biaya”.9 Selanjutnya dijelaskan dalam ayat 3 
menyebutkan bahwa “Wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang 
diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan 
masyarakat”.10 
Dari kutipan UU di atas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung 
jawab penuh terhadap pendidikan termasuk dalam aspek pembiayaan pendidikan, ada 
berbagai macam bentuk pembiayaan yang diberikan pemerintah terhadap pendidikan, 
diantaranya adalah pemberian gaji guru, pembangunan proyek unit sekolah baru 
(USB), pengadaan buku pembelajaran, pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah 
                                                          
9Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Petunjuk 
Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, 2013. 
h. 1. 





(BOS) dll, yang dari keseluruhan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal ini, 
melihat begitu banyaknya pembiayaan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah. 
Maka, calon peneliti mengambil salah satu diantara pembiayaan pendidikan tersebut 
yaitu Bantuan Operasional Sekolah, karena peneliti melihat bahwa secara umum 
masyarakat lebih terkhususnya kepada orang tua siswa yang sudah atau belum 
mengetahui bahwa Bantuan Operasional Sekolah sudah ada, akan tetapi peneliti 
melihat di lapangan yang ditunjuk untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian, 
masyarakat terkhususnya kepada orang tua siswa masih kurang mengetahui 
bagaimana implementasi Bantuan Operasional Sekolah tersebut. 
Berdasarkan uraian secara teoritis dan faktual di atas maka penulis memilih 
untuk mengangkat judul “Persepsi Orang Tua terhadap Pembiayaan Pendidikan Dana 
BOS di SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar”sebagai bahan penelitian. 
B. Fokus Peneltian dan Deskripsi fokus 
1. Fokus Penelitian 
Berberapa literatur menjelaskan bahwa fokus penelitian merupakan batasan 
masalah yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum sebagai parameter 
penelitian. Dalam penelitian ini, fokus penelitian berbicara pada persepsi orang tua 
terhadap pembiayaan pendidikan dana BOS. Beranjak dari masalah yang diangkat 
masih bersifat umum terutama pada variabel persepsi orang tua, untuk memudahkan 
penulis dalam melakukan penelitian maka penulis memfokuskan penelitian persepsi 
orang tua pada pembiayaan pendidikan dana BOS,  menurut hemat penulis sangat erat 





a. Mendeskripsikan persepsi orang tua terhadap pembiayaan pendidikan dana BOS 
di SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar; 
b. Mendeskripsikan implementasi pembiayaan pendidikan dana BOS menekankan 
pada proses implementasi yang meliputi; tahap perencanaan pemberian bantuan 
biaya pendidikan, tahap implementasi pembiayaan pendidikan dana BOS, serta 
tahap evaluasi pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN No. 223 Inpres 
Kadatong Kabupaten Takalar. 
2. Deskripsi Fokus  
Deskripsi fokus merupakan penegasan untuk menjabarkan fokus penelitian  
terkait batasan masalah yang akan diteliti mulai dari persepsi orang tua terhadap 
pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten 
Takalar, gambaran implementasi pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN No. 223 
Inpres Kadatong Kabupaten Takalar, faktor pendukung dan penghambat 
implementasi pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN No. 223 Inpres Kadatong 
Kabupaten Takalar. Adapun deskripsi fokusnya sebagai berikut: 
a. Persepsi orang tua terhadap pembiayaan pendidikan dana BOS dalam penelitian 
ini menekankan tentang pendapat orang tua, tanggapan orang tua, dan penilaian 
orang tua perihal pelaksanaan pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN No. 
223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar. 
b. Implementasi pembiayaan pendidikan dana BOS menekankan pada proses 
implementasi yang meliputi; tahap perencanaan pemberian bantuan biaya 
pendidikan, tahap implementasi pembiayaan pendidikan dana BOS, serta tahap 










C. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya 
melalui proses pengumpulan data.11 Dalam penelitian ini data yang dimaksud penulis 
adalah informasi hasil penelitian yang berupa skala angka maupun naratif. Berangkat 
dari penjelasan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah bagaimanakah 
persepsi orang tua terhadap pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN No. 223 
Inpres Kadatong Kabupaten Takalar dengan menekankan beberapa muatan 
submasalah: 
1. Bagaimana persepsi orang tua terhadap pembiayaan pendidikan dana BOS di 
SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar? 
2. Bagaimana implementasi pembiayaan dana BOS di SDN No. 223 Inpres 
Kadatong Kabupaten Takalar? 
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu 
 Menelusuri hasil risert maupun literatur kepustakaan yang pernah dilakukan 
sebelumnya, penulis tidak menemukan pembahasan yang memiliki objek kajian 
persis serupa dengan penelitian ini. Akan tetapi, untuk menguatkan arah penelitian 
tentunya penulis perlu mengungkapkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang 
muatannya relevan dengan penelitian penulis, meskipun ruang lingkup 
                                                          
11Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan:Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, danR&D (Cet. 





pembahasannya mencakup tema sentral dan hanyamenguraikan hal-hal yang bersifat 
global, antara lain: 
1. Muhammad Anis dalam skripsinya “Manajemen Pembiayaan Pembiayaan 
Pendidikan di SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu) Assalamah Ungaran” 
mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa manajemen pembiayaan 
pendidikan di SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu) Assalamah Ungaran 
dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang ingin 
dicapai dalam manajemen pembiayaan pendidikan meskipun ada faktor-faktor 
yang menghambat dan mendukung manajemen pembiayaan pendidikan di 
SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu) Assalamah Ungaran.12 
2. Fitria Isani dalam skripsinya “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah 
Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis di Kabupaten Mamuju Provinsi 
Sulawesi Barat” mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa implementasi 
kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendidikan gratis pada 
sekolah berdasarkan pada PERDA (Pemerintahan Daerah) Nomor 10 Tahun 
2008 tentang pemberian subsidi pendidikan yang berada di Kabupaten 
Mamuju sudah berjalan dengan baik dan efektif namun masih ada 
kekurangan. Sumber dana dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) 
yang disebut dana BOS untuk sekolah swasta dan dana rutin untuk sekolah 
negeri yang diberikan langsung ke rekening sekolah. Adapun faktor yang 
mempengaruhi pelaksanaan pendidikan gratis adalah faktor pendukung yakni 
pemerintah daerah beserta berbagai pihak yang terkait bekerjasma dan 
                                                          
12Muhammad Anis, “Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SDIT Assalamah Ungaran”, 
Skripsi (Semarang: Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fak. Ilmu Pendidikan, Universitas 





konsisten dalam menjalankan dan tetap mengawasi, penyaluran dana langsung 
ke rekening sekolah serta sosialisasi yang baik kepada pihak sekolah dan 
warga masyarakat. Sedangkan faktor penghambat adalah penyaluran dana 
yang sering terlambat serta SDM (Sumber Dana Manusia) yang masih kurang 
yakni kurangnya tenaga pendidik yang PNS (Pegawai Negeri Sipil).13 
3. La Ode Abdul Haadiy Qayyum dalam skripsinya “Efektifitas Program 
Pendidikan Gratis di SMP Negeri 3 WonomulyoKabupaten Polewali Mandar” 
mengungkapkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa program pendidikan 
gratis di SMP Negeri 3 Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar telah 
berjalan efektif, dimana masyarakat yang menjadi sasaran dari program 
pendidikan gratis mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan 
dengan biaya yang gratis. Data sekunder yang diperoleh dari sekolah juga 
menunjukkan bahwa calon siswa yang mendaftar pada tahun terakhir dapat 
tertampung secara keseluruhan.14 
Menurut hemat penulis, uraian hasil penelitian diatas cenderung 
mengungkapkan aspek pelaksanaan pembiayaan dana BOS di tingkat satuan 
pendidikan akan tetapi tidak menyentuh persoalan cara pandang orang tua perihal 
pentingnya pembiayaan pendidikan yang berupa subsidi pemerintah seperti  
pembiayaan pendidikan dana BOS. Kondisi tersebut menyebabkan proses 
pengawasan terhadap implementasi pembiayaan pendidikan terkesan baik hanya pada 
                                                          
13Fitria Isani, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan 
Gratis di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat” Skripsi (Makassar: Jurusan Ilmu 
Administrasi,Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2012), h.IV 
14La Ode Abdul Haadiy Qayyum, “Efektifitas Program Pendidikan Gratis di SMP Negeri 3 
WonomulyoKabupaten Polewali Mandar”,Skripsi (Makassar: Jurusan Ilmu Administrasi,Fak. Ilmu 





sektor administrasi dan tatalaksana masing-masing sekolah yang bersangkutan. 
Namun transparan secara publik belum sepenuhnya dilaksanakan oleh sebagian besar 
pihak sekolah, sehingga alokasi penggunaan anggaran atau pembiayaan pendididkan 
terkadang tidak tepat sasaran bahkan yang lebih parah adanya indikasi 
penyelewengan anggaran pembiayaan pendidikan. Inilah yang membedakan 
penelitian penulis dengan penelitian yang terdahulu, karena dalam penelitian ini 
penulis mencoba untuk menela’ah secara holistik terkait persepsi orang terhadap 
pembiayaan pendidikan dana BOS terkhusus di SDN No. 223 Inpres Kadatong 
Kabupaten Takalar. 
E. Tujuan dan KegunaanPenelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka 
tujuan penelitian untuk: 
a. Untuk mengetahui persepsi orang tua terhadap pembiayaan pendidikan dana 
BOS di SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar. 
b. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN No. 
223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoritis 
Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi 
dalam pengembangan pendidikan, paling tidak dapat mengungkapkan gambaran 
persepsi orang tua terhadap pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN No. 223 









b. Kegunaan Praktis 
Secara praktis hasil peneltian ini diharapakan dapat menjadi bahan rujukan 
dan evaluasi para praktisi pendidikan, seperti tim suprevis sekolah maupun dinas 
pemerintah selaku penyelenggara pendidikan agar senantiasa melakukan perbaikan 








1. Pengertian Persepsi 
Persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaiman cara seseorang melihat 
sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana 
sesorang memandang atau mengartikan sesuatu.1 
Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, 
yaitu merupakan psoses diterimannya stimulus oleh individu melalui alat indera atau 
juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti tidak berhenti begitu 
saja, malainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan 
proses pendahulu dari proses persepsi.2 
Istilah presepsi (perception) bisa diartikan penglihatan, pengamatan, 
tanggapan dan daya memahami atau menanggapi. Persepsi adalah proses seseorang 
mengetahaui beberapa hal melalui pancaindranya.3 Jadi persepsi tidak lepas dari pada 
pembicaraan tentang orientasi karena persepsi marupakan salah satu fase dari proses 
orientasi atau perhatian terhadap suatu objek tertentu. 
Persepsi dalam pengertian psikologi adalah proses pencarian informasi untuk 
dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah pengindraan 
(penglihatan, pendengaran, perabaan dan sebagainnya).4 Persepsi seseorang terhadap 
                                                          
1Harold J. Leavit, Psikologi Manajemen Penerjemah Drs. Muslicha Zarkasi (Cet. II; Jakarta: 
Erlangga, 1992), h. 102.  
2Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: C.V Andi Yogyakarta, 2005), h. 99  
3Moelino. Anton M, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 
675  
4
 Muhammad Anas, Pengantar Psikologi Sosial (Cet. I; Makassar: Badan Penerbit UNM, 




orang lain atau terhadap beberapa orang lain bertujuan untuk memahami orang lain. 
Pesepsi seperti itu dinamakan persepsi sosial. 
Persepsi sifatnya memang sangat subjektif, yaitu sangat tergantung pada 
subjek yang melaksanakan persepsi dan atribusi itu. Perilaku membunuh misalnya, 
dapat dianggap perilaku penjahat yang sadis, bela diri atau kepahlawanan. 
Hal lain yang perlu diperhatikan dalam proses persepsi adalah komunikasi. 
Bentuk persepsi seseorang terhadap orang lain sangat dipengaruhi oleh komunikasi 
yang terjadi diantara keduannya. Komunikasi yang dimaksud adalah baik dalam 
bentuk lisan maupun komunikasi non lisan (gerak tubuh, ekspresi wajah).5 
Menurut  mar’at persepsi adalah proses penamatan seseorang yang berasal 
dari kompetensi kognisi, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, proses 
belajar (sosialisasi), cakrawala (wawasan), dan pengetahuannya.6 Pendapat diatas 
berarti persepsi dipengruhi oleh beberap faktor dari luar yang menimbulkan 
pengalaman bagi seseorang yang melahirkan penilaian terhadap sesuatu objek seperti 
halnya persepsi siswa terhadap pemberian hukuman. 
Selain itu dalam salah satu rumusan J.P. Chaplin dalam kamus psikologi 
menyatakan bahwa persepsi adalah kesadaran intuitif mengenai kebenaran langsung 
atau keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu.7 Persepsi adalah proses yang 
menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam  otak manusia, melalui 
persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. 
                                                          
5Muhammad Anas, Pengantar Psikologi Sosial, h. 18. 
6Mar’at, Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya (Cet. II; Bandung: Ghalia 
Indonesia, 1981), h. 22  
7James P Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 358 
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Hubungan ini dilakukan lewat inderanya yaitu indera penglihatan, pendengar, peraba, 
perasa dan penciuman.8 
Persepsi adalah suatu proses dimana seseorang mengorganisasikan dalam 
pikirannya, menafsirkan, mengalami dan mengelola pertanda atau segala sesuatu 
yang terjadi dilingkungannya.9 
Kemampuan untuk membeda-bedakan, mengelompokkan memfokuskan dan 
sebagainnya itu disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan 
atau persepsi. Obyek-obyek di sekitar  kita, kita tangkap melalui alat-alat indera dan 
diproyeksikan pada bagian tertentu di otak sehingga kita dapat mengamati obyek 
tersebut.10 Rahmat mengemukakan persepsi sebagai pengalaman tentang obyek, 
peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informsi dan 
menafsiran pesan.11 
Dari uaraian di atas, maka dapat dipahami bahwa persepsi tidaklah lahir 
dengan sendirinya, malainakn banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Persepsi 
merupakan suatu proses dalam arti bahwa persepsi tidaklah terjadi dengan sendirinya, 
mengolah stimulus yang diterima melalui panca indera kemudian diintegrasikan dan 
disimpan dalam otak selanjutnya memberikan arti dan dan tanggapan terhadap 
stimulus sesuia dengan keadaan diri dan lingkungan. Dengan demikian, dapat 
                                                          
8Slameto, Belajar dan faktor-faktor yang Mempengaruhinnya (Cet I; Salatiga: Rineka Cipta, 
1987), h. 102   
9
 Anwar Abu Bakar, Persepsi Pegawai Terhadap Kualifikasi Pendidikan dan Penempatan 
pada Kantor DEPAG Propensi SUL-SEL, Tesis. Makassar: Program Pasca Sarjana UNM Makassar, 
2002. 
10Sarwono Wirawan Pengantar Umum Psikologi, (Terbitan I; Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 
h. 44. 
11
 Jalaluddin Rahmat, Psiokologi Komunikasi (Cet I; Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 
1994) , h. 51. 
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dikatakan bahwa persepsi tidaklah berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh 
beberapa faktor. 
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi 
Persepsi yang timbul tidak lahir dengan sendirinya melainkan dipengaruhi 
oleh beberapa faktor, baik bersifat intern maupun ektern. Adapun yang 
mempengaruhi persepsi adalah 
a. Pengalaman 
Penglaman merupakan sesuatu yang pernah di alami pada masa 
lampau.Pengalaman tersebut turut mempengaruhi persepsi terhadap obyek yang 
diamati. 
b. Sosialisasi 
Sosialisasi dapat diartikan sebagai proses belajar yang bersifat khusus. Di 
dalam mempelajari suatu obyek, tidak terlepas dari kebiasaan, sikap, ide-ide dan 
pola-pola yang dianut oleh orang lain. 
c. Pengetahuan 
Pengetahuan terhadap obyek yang diamati sangat diperlukan dalam memberi 
arti terhadap obyek tersebut. Pengetahuan terhadap obyek yang dimaksud tentu tidak 
lepas dari faktor cakrawala. Sosialisasi dan pengalaman. Tingkat pengetahuan 
terhadap sesuatu obyek dalam memikirkan dan menganalissi dipengaruhi oleh faktor 
latar belakang dan tingkat pengetahuan terhadap obyek, maka cara berfikir dan 
menganalisisnya tidak harus terpaku pada apa yang ada di dalam obyek tersebut, 
melainkan dikaitkan dengan hal yang diperkirakan mempunyai manfaat baik bagi diri 
maupun lingkuangan.12 
                                                          
12
 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, h. 101 
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B. Hakikat dan Tanggung Jawab Keluarga terhadap Pendidikan 
Di dalam Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1994 Tentang 
Penyelenggaraan Keluarga, pada BAB I, Pasal I Ayat 2 bahwa: Keluarga sejahtera 
adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi 
kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota dan 
antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.13 
 Dalam rangka menciptakan keluarga sejahtera tidaklah mudah. Kaya atau 
miskin bukan satu-satunya indikator untuk menilai sejahtera atau tidaknya sebuah 
keluarga. Buktinya cukup banyak ditemukan keluarga yang kaya secara ekonomi di 
tengah-tengah kehidupan masyarakat, tapi belum mendapatkan kebahagiaan.Tetapi 
tidak mustahil dalam keluarga yang miskin secara ekonomi ditemukan kebahagiaan. 
Oleh karena itu, kaya atau miskin  bukan sebuah jaminan untuk menilai kualitas suatu 
keluarga karena banyak aspek lain yang ikut menentukan, yaitu aspek pendidikan, 
kesehatan, budaya, kemandirian keluarga, dan mental spritual serta nilai-nilai agama 
yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.14 
 Dari penjelasan di atas dapat dipahami oleh penulis, bahwa hakikat dari 
keluarga adalah keluarga yang dilingkup keluarganya membingkai kehidupan yang 
didasari nilai-nilai spritual keagamaan sebagai payung dalam membina dan 
membangun keharmonisan keluarganya, serta tidak terjebak dalam materialistik 
kehidupan duniawi. 
                                                          
13Syaiful  Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua & Anak Dalam Keluarga Sebuah 
Prespektif Pendidikan Islam, (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2004)h. 19. 
14Syaiful  Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua & Anak Dalam Keluarga Sebuah 
Prespektif Pendidikan Islam, h. 19. 
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1. Pengertian Orang Tua 
Keluarga dalam hal ini adalah orang tua merupakan konsep yang bersifat 
multidimensi. Para ilmuwan sosial bersilang pendapat mengenai rumusan pengertian 
keluarga yang bersifat universal. Salah satu ilmuwan yang mengawali pengkajian 
tentang keluarga adalah George Murdock. Dalam bukunya Social Structure, Mudrock 
menguraikan sebagaimana yang dikutip oleh Sri Lestari bahwa keluarga merupakan 
kelompok sosial yang memiliki karateristik, tinggal bersama, terdapat kerja sama 
ekonomi, dan menjadi pusat reproduksi.15 Sehingga definisi tentang keluarga juga 
diungkapkan oleh Ira Reis, yang menjelaskan bahwa keluarga adalah suatu kelompok 
kecil yang terstruktur dalam pertalian keluarga dan memiliki fungsi utama berupa 
sosialisasi pemeliharaan terhadap generasi baru. Pandangan Ira Reis tentang keluarga 
merupakan sanggahan terhadap pendapat George Murdock, karena ia menganggap 
penjelasan George Murdock tentang keluarga hanya menekankan pada sudut pandang 
keluarga yang teralu bersifat struktural. Selain itu, masalah definisi keluarga juga 
diajukan oleh Weigert dan Thomas, yang menganggap definisi keluarga yang 
dikemukakan oleh Ira Reis kurang bersifat nominal, karena menekankan pada 
berlakunya fungsi tertentu. Menurut mereka keluarga adalah suatu tatanan utama 
yang mengomunikasikan pola-pola nilai yang bersifat simbolik kepada generasi 
baru.16 
Orang tua siswa adalah sumber pembiayaan pendidikan yang cukup potensial 
diluar pemerintah. Orang tua siswa pada umumnya tidak keberatan menyediakan 
                                                          
15Sri Lestari, Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga, 
(Cet.I, Jakarta: Kencana, 2012), h. 3. 




sebagian biaya penyelenggaraan pendidikan dengan harapan bahwa anaknya kualitas 
baik.17 
Dari uraian di atas, paling tidak tentang definisi keluarga dapat ditinjau  
berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu definisi struktural, definisi fungsional dan 
definisi interaksional. 
a) Definisi struktural. Keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran atau 
ketidakhadiran anggota keluarga, seperti orang tua anak dan kerabat lainnya. 
Dari prespektif ini dapat muncul tentang keluarga sebagai asal usul, keluarga 
sebagai wahana melahirkan keturunan, dan keluarga bahagia. 
b) Definisi fungsional. Keluarga didefinisikan dengan penekanan pada terpenuhinya 
tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi tersebut mencakup perawatan, 
sosialisasi pada anak, dukungan emosi, materi dan pemenuhan peran tertentu. 
Definisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga. 
c) Definisi transaksional. Keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang 
mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa 
identitas sebagai keluarga, berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun 





                                                          
17Martin, Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya, (Cet. I; Jakarta: 
Rajagrafindo Persada, 2014), h. 14. 
18Sri Lestari, Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam 
Keluarga, h. 5. 
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2. Peranan Orang Tua 
Orang tua memiliki peranan yang strategis dalam mentradisikan ritual 
keagamaan sehingga nilai-nilai keagamaan dapat ditanamkan dalam jiwa 
anak.Kebiasaan orang tua dalam melaksanakan ibadah, misalnya seperti shalat, puasa, 
infaq, dan sadaqah menjadi suri teladan bagi anak untuk mengikutinya.19 
Selain itu, keluarga juga memiliki peranan dalam menyediakan situasi  belajar 
bagi diri anak, dan dapat dilihat bahwa anak-anak sangat bergantung kepada orang 
tua, baik karena keadaan jasmaniyahnya maupun kemampuan intelektual, sosial dan 
moral. Sang anak belajar menerima dan meniru apa yang diajarkan oleh orang tua.20 
Adapun sumbangan keluarga bagi pendidikan anak adalah sebagai berikut: 
a) Cara orang tua melatih anak untuk menguasai cara-cara mengurus diri, seperti 
cara makan, buang air, berbicara, berjalan, berdoa, bersungguh-sungguh 
membekas dalam diri anak karena berkaitan erat dengan perkembangan dirinya 
sebagai pribadi. 
b) Sikap orang tua sangat mempengaruhi perkembangan anak. Sikap menerima atau 
menolak,sikap kasih sayang atau acuh tak acuh, sikap sabar atau tergesah-gesah, 
sikap melindungi atau membiarkan secara langsung mempengaruhi reaksi 
emosional anak.21 
Sangat wajar dan logis jika tanggung jawab pendidikan terletak di tangan 
kedua orang tua dan tidak bisa dipikulkan kepada orang lain karena ia adalah darah 
                                                          
19Syaiful  Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua & Anak Dalam Keluarga Sebuah 
Prespektif Pendidikan Islam, h. 20. 
20Hasbullah, Dasar-Dasar Pendidikan, (Cet. X; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012)h. 87. 
21Hasbullah, Dasar-Dasar Pendidikan, h. 88. 
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dagingnya, kecuali berbagai keterbatasan kedua orang tua ini. Maka sebagian 
tanggung jawab pendidikan dapat dilimpahkan orang lain yaitu melalui sekolah. 
Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua 
orang tua terhadap anak antara lain: 
1) Memelihara dan membesarkannya, tanggung jawab ini merupakan dorongan 
alami untuk dilaksanakan karena si anak memerlukan makan, minum, dan 
perawatan agar ia dapat hidup secara berkelanjutan; 
2) Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniyah maupun 
rohaniyah dan berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang 
dapat membahayakan dirinya; 
3) Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang 
berguna bagi kehidupannya kelak sehingga bila ia telah dewasa mampu 
berdiri sendiri dan membantu orang lain; 
4) Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya 
pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah SWT, sebagai tujuan akhir  
hidup seorang muslim.22 
Adanya kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina anak secara 
kontinu perlu dikembangkan kepada setiap orang tua sehingga pendidikan yang 
dilakukan tidak lagi berdasarkan kebiasaan yang dilihat dari orang tua, tetapi telah 
didasari oleh teori-teori pendidikan modern, sesuai dengan perkembangan zaman 
yang cenderung selalu berubah. 
                                                          
22Hasbullah, Dasar-Dasar Pendidikan, h. 39 
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Tugas utama keluarga bagi pendidikan anak ialah sebagai peletak dasar bagi 
pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sifat dan tabiat anak sebagian 
besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga yang lain.23 
C. Konsep Pembiayaan Pendidikan  
Biaya adalah keseluruhan pengeluaran baik yang bersifat uang maupun bukan 
uang, sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak terhadap upaya pencapaian 
tujuan yang sudah ditentukan. Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam 
mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan memengaruhi tingkat efisiensi dan 
efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai suatu tujuan 
tertentu.24 
Biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun 
bukan uang sebagai uangkapan rasa tanggung jawab semua pihak (masyarakat, orang 
tua, dan pemerintahan) terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan 
yang dicita-citakan tercapai secara efisien dan efektif, yang harus terus digali dari 
berbagai sumber, dipelihara, dikondisikan, dan ditata secara adsminitratif sehingga 
dapat digunakan secara efisien dan efektif.25 
Konsep biaya dalam bahasa Inggris biasa digunakan istilah cost, financial, 
expenditure. Biaya menurut para akuntan dalam Usry dan Hammer, adalah cost as an 
exchange, a forgoing, a sacrifice made to secure benefit. Kata Cost sinonim dengan 
                                                          
23Hasbullah, Dasar-Dasar Pendidikan, h. 89. 
24Mulyono,Konsep Pembiayaan Pendidikan, (Cet. I; Yogyakarta:Ar-Ruzz Media,2010), h.81  
25Matin, Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya,h. 7-8 
22 
 
expense, walaupun expense digunakan untuk mengukur pengeluaran (outflow) barang 
atau jasa yang dibanding dengan pendapat untuk mengukur pendapat.26 
Agar dapat memahami lebih jauh tentang konsep pembiayaan pendidikan 
perlu diketahui pengertian dari tujuh konsep penting terkait dengan pembiayaan yang 
meliputi: 
1. Objek Biaya 
Blocher dkk, mengatakan bahwa objek biaya merupakan sesuatu akumulasi 
biaya dari berbagai aktivitas. 
2. Informasi Manajemen Biaya 
Manajemen biaya adalah suatu aktivitas pengelolaan biaya agar dapat 
berfungsi berbagai alat perencanaan, pengambilan keputusan, dan kontrol. 
3. Pembiayaan (finanching) 
Pembiayaan adalah bagaimana mencari dana atau sumber dana dan bagaimana 
menggunakan dana itu dengan memanfaatkan rencana biaya standar, 
memperbesar modal kerja, dan merencanakan kebutuhan masa yang akan 
datang akan uang. 
4. Keuangan (finance) 
Defenisi yang sederhana tentang keuangan (finance) adalah seni untuk 
mendapatkan alat pembayaran. 
5. Anggaran (budget) 
Anggaran (budget) merupakan suatu instrumen yang dirancang untuk 
menfasilitasi perencanaan. 
                                                          
26NanangAtah, Standar Pembiayaan Pendidikan, (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2012), h. 3 
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6. Biaya (cost) 
Biaya (cost) adalah jumlah uang yang disediakan (dialokasikan) dan 
digunakan atau dibelanjakan untuk terlasanakannya berbagai fungsi atau 
kegiatan guna mencapai suatu tujuan dan sasaran-sasaran dalam rangka proses 
manajemen. 
7. Pemicu Biaya (cost driver) 
Pemicu Biaya (cost driver) menurut Blocher dkk, adalah faktor yang memberi 
dampak pada perubahan biaya total.27 
Pembiayaan pendidikan sebagai sebuah kajian sekitarnya tidak dapat 
dipahami secara komprehensif tanpa mengkaji konsep-konsep yang mendasarinya. 
Ada anggapan bahwa membicarakan pembiayaan pendidikam tidak lepas dari 
persoalan “ekonomi pendidikan”.Bahkan, secara tegas menurut Mark Blaugh 
mengemukakan bahwa “the economics of education is a branch of economics”. Jadi, 
dapat dikatakan menurut pandangan ini bahwa pada dasarnya pembiayaan pendidikan 
merupakan bagian atau cabang dari ilmu ekonomi.28 
1. Pengertian Pembiayaan Pendidikan  
Pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah menitikberatkan upaya 
pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. 
Biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa 
pelayanan yang diserahkan pada siswa.29 
                                                          
27Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, h.84-90 
28Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, h.75-76 
29Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, h.77 
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Pengertian lain dari pembiayaan pendidikan adalah sebagaimana yang 
diutarakan jumlah uang yang Nanang Fattah bahwa pembiayaan pendidikan 
merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan 
penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan professional 
guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruangan, pengadaan guru, pengadaan 
sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan/mobile, pengadaan alat-
alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakulikuler, kegiatan 
pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.30 
2. Model-model Pembiayaan Pendidikan 
Menurut John dan Murphet model pembiayaan sekolah terdapat dua dimensi 
pokok, yaitu dimensi alokasi biaya dan dimensi penghasilan(revenue). Dimensi 
alokasi secara garis besar dikelompokkan dalam dua model, yaitu: 
a. Model flat grant adalah sistem pendistribusian dana atas dasar guru, atau 
beberapa unit kebutuhan yang sama yang diberikan tanpa mempertimbangkan 
variasi biaya yang dibutuhkan dalam pelayanan, program, dan perubahan jumlah. 
b. Model aqualizations bertitik tolak pada kemampuan membayar (ability to pay) 
masyarakat. 
Dimensi penghasilan adalah model pembiayaan dari pusat yang 
diklasifikasikan ke dalam 5 bagian, yaitu model dari pemerintah pusat sepenuhnya, 
model gabungan antara negara bagian dan pemerintah lokal, dan model bantuan dari 
pemerintah lokal sepenuhnya.31 
                                                          
30Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, h.78 
31Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, h. 96-97 
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Merujuk dari beberapa sumber menurut para pakar dibidang tersebut, maka 
ada sebelas model pembiayaan pendidikan, yaitu: 
1) Model Flat Grant (flat grant models) 
Jones dan Morphet mengemukakan bahwa model flat grant models adalah 
dana bantuan dari negara dialokasikan ke sekolah di daerah-daerah tanpa 
memperhitungkan berbagai pertimbangan kemampuan membayar pajak antar 
daerah itu untuk keperluan pendidikan di sekolah-sekolah. 
2) Model Landasan Perencanaan (foundation plan models) 
Landasan Perencanaan (foundation plan) menurut Lunenburg dan Ornstein 
merupakan pendekatan yang paling umum dan tujuannya untuk menjamin 
pengeluaran tahunan yang minimal per siswa seluruh sekolah di daerah, 
terlepas dari kekayaan yang dapat dikenakan pajak lokal. 
3) Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (guaranted tax based plan models) 
Model perencanaan pokok jaminan pajak yang mana anggaran pendidikan 
ditentukan oleh seberapa besar pajak yang akan digunakan untuk pendidikan. 
4) Model Persamaan (equalization models) 
John dan Morphet mengemukakan bahwa, di bawah model tipe ini 
sumbangan-sumbangan Negara dialokasikan pada sekolah di daerah-daerah 








5) Model Persamaan Persentase (percentage equalization models) 
Di bawah model persamaan persentase ini menurut Jones sumbangan-
sumbangan Negara dibagikan pada sekolah daerah-daerah setempat dalam 
proporsi yang terbalik sesuai kemampuan pembayaran pajak setempat. 
6) Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (power equalizing plan) 
Model perencanaan persamaan kemampuan atau power equalizing plan (PEq) 
menurut Lunenbug dan Ornstein merupakan suatu rencana Negara dengan 
membayar sebagian kecil pengeluaran sekolah setempat dalam perbandingan 
inverse untuk daerah yang makmur (kaya). 
7) Model Pendanaan Negara Sepenuhnya (full state funding models) 
Model pendanaan Negara sepenuhnya menurut Jones adalah semua pendanaan 
sekolah akan dikumpulkan di tingkat negara dan didistribusikan ke sekolah 
distrik dengan dasar yang sama. 
8) Model Sumber Pembiayaan (the resource-cost model) 
Model sumber pembiayaan atau Resource-Cost Model (RCM) yang 
dikembangkan Hambers dan Hambers dan Parrish dalam Sergiovani dan 
Coom menyediakan suatu proses penentuan bagaimanakah pembiayaan 
pendidikan yang memadai agar didapatkan bantuan finansial yang 
mencerminkan kebutuhan yang mana kondisi ekonomi masyarakatnya 
berbeda setiap daerah. 
9) Model Surat Bukti/Penerimaan (models choice and voucher plans) 
Menurut Lunenburg dan Ornstein model surat bukti adalah suatu pendekatan 
yang dilakukan negara dengan memberikan banyak pilihan bagi sekolah dan 
orang tua di tempat anak mereka bersekolah. 
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10) Model Rencana Bobot Siswa (weighted student plan) 
Model rencana bobot siswa menurut Lunenburg dan Ornstein adalah siswa-
siswa dipertimbangkan dalam proporsi sifat-sifat yang khusus (contohnya 
cacat atau merugikan) atau siswa program khusus (contoh kejujuran atau 
siswa yang pandai dua bahasa) untuk menentukan biaya pengajaran per siswa. 
11) Pendanaan Berbasis Anak (Child-Based Funding/CBF) 
Menurut Jones, perencanaan pendanaan berbasis anak yang diterapkan untuk 
sekolah negeri dan sekolah swasta juga akan meningkatkan isu akan 
perundang-undangan, tetapi lebih kurang secara substansinya ada.32 
3. Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia 
Di Indonesia tidak ada aturan baku model pembiayaan pendidikan yang 
digunakan. Akan tetapi, pembiayaan yang ada lebih menunjukkan bauran pembiayaan 
pendidikan meliputi pembiayaan oleh pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah 
(APBD), masyarakat, dan sebagian investor.33 
Disajikan implementasi beberapa model pembiayaan disekolah/madrasah 
tingkat dasar hingga SLTA tentang dana-dana yang mengalir ke sekolah dan 
madrasah swasta di lingkungan Lembaga Pendidikan, sebagai berikut. 
a. Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah (BOS) 
Dana ini merupakan bantuan pembiayaan operasional sekolah/madrasah yang 
berasal dari pemerintah pusat (APBN). Lembaga pendidikan yang mendapatkan 
BOS hanya diperuntukkan untuk program Wajar Sembilan Tahun, yaitu SD/MI 
dan SMP/MTs. 
                                                          
32Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, h.97-118 
33Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, h.121-122 
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b. Bantuan Khusus Murid (BKM) 
Bantuan ini diperuntukkan bagi siswa yang kurang mampu sejak SD/MI, 
SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA. 
c. Bantuan Khusus Guru (BKG) 
Dana BKG merupakan sharring antara dana pusat dan daerah (Pemda). Cara 
mendapatka dana BKG adalah sekolah mengirimkan data guru ke Diknas, 
kemudian Diknas yang menentukan sekolah mana dan berapa jumlah guru yang 
berhak mendapatkan dana BKG. 
d. Imbal Swadaya 
Imbal swadaya merupakan dana dari pemerintah pusat (APBN) untuk 
pembangunan/rehab gedung dan alat-alat laboratorium.  
e. School Green(Khusus SMK) 
School Green besaran dana Rp 35.000.000,00 per tahun untuk pemberdayaan 
sarana prasarana, gedung, dan peningkatan mutu guru SMK. 
f. Biss Mutu (Khusus SMA) 
Biss Mutu merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat (APBN) dengan 
besaran berkisar Rp 100.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 yang 
bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan khusus SMA. 
g. Dana Rehab (Khusus SD/MI) 
Dana Rehab berasal dari PEMDA (Pemerintah Daerah) setempat dan hanya 






h. Beasiswa BSF (Basic School Foundation) 
Beasiswa BSF diperuntukkan bagi siswa MI yang berprestasi.Beasiswa BSF 
merupakan beasiswa bantuan dari Belanda. 
i. Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf 
Dana pendididkan yang berasal dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf biasanya 
bersifat langsung ke lembaga bersangkutan. LP Ma’arif selama ini belum 
mengoordinasi dana tersebut. 
j. Dana Bantuan Orangtua berupa SPP 
Jumlah besar SPP pada masing-masing sekolah dan madrasah tidak sama sesuai 
dengan jenjang, jenis serta kemajuan pada masing-masing sekolah dan 
madrasah.34 
4. Pembiayaan Pendidikan Dana BOS 
Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan pendidikan merupakan hak bagi setiap 
warga Negara, tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang haru diikuti setiap 
warga Negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Lebih lanjut dalam 
pasal 31 ayat (4) disebutkan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan 
sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja 
Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi 
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.35 
a. Pengertian BOS 
BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya 
nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. 
                                                          
34Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, h.122-126 
35Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, h.187-188 
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Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya 
nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan 
biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan 
prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada 
beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai 
dengan dana BOS.36 
b. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat 
terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka Program Wajib Belajar 9 Tahun yang 
bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: 
1) Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB Negeri dan 
SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT Negeri terhadap biaya operasi sekolah. 
2) Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan 
dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta. 
3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah 
swasta.37 
c. Landasan Hukum Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
Dalam pelaksanaan program BOS sekolah-sekolah negeri maupun swasta di 
seluruh Indonesia yang menerima dana BOS serta pihak lain yang terkait dan 
bertanggung jawab dalam pelaksanaan program ini harus memperhatikan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan, di antaranya: 
                                                          
36Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Petunjuk 
Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, 2014,. 
h. 2 
37Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014,. h. 3 
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1) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 
2) Undang-Undang No.17 Tahun 1965 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa 
Keuangan. 
3) Undang-Undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999. 
4) Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 
5) Undang-Undang No.17 Tahun 2000 tentang Bendaharawan Wajib Memungut 
Pajak Penghasilan. 
6) Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
7) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
8) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. 
9) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara. 
10) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
11) Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggunjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan. 
12) Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan 
dan Kewenangan Provinsi sebagai OtonomiDaerah. 
13) Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan. 
14) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. 
15) Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. 
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16) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan 
Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan 
Pemberantasan Batu Aksara. 
17) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 036/U/1995 tentang 
Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. 
18) Intruksi Presiden No. 004/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite 
Sekolah. 
19) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman 
Pendirian Sekolah. 
20) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 078/M/2008 tentang Penerapan 
Harga Eceran Tertinggi 145 Judul Buku Teks Pelajaran yang Hak Ciptanya 
Dibeli Oleh Departemen Pendidikan Nasional. 
21) Peraturan Mendiknas No. 46 Tahun 2007 Tentang Penetapan Buku Teks 
Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk digunakan dalam Proses 
Pembelajaran. 
22) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 
tentang Buku. 
23) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.12 Tahun 
2008 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat 
Kelayakan untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran. 
24) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.28 Tahun 2008 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.13 Tahun 2008 
Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran yang Hak Ciptanya Dibeli Oleh 
Departemen Pendidikan Nasional. 
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25) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.34 Tahun 
2008 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat 
Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran (SD: PKN, IPA, 
IPS, Matematika, Bahasa Indonesia dan SMP: IPA, IPS,Matematika, Bahasa 
Indonesia, Bahasa Inggris). 
26) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.41 Tahun 
2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat 
Kelayakan untuk digunakan dalam Proses Pembelajaran. 
27) Surat Edaran Dirjen Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia No.SE-
02/PJ./2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban 
Perpajakan Sehubungan Dengan Penggunaan Dana Bantuan Operasional 
(BOS) oleh Bendaharawan atau Penanggung Jawab Pengelolaan Penggunaan 
Dana BOS di Masing-masing Unit Penerima BOS.38 
d. Sasaran Program dan Besar Bantuan 
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB dan 
SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan 
Belajar Mandiri (TKB Mandiri) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri 
maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. 
Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan 
jumlah siswa dengan ketentuan: 
1) SD/SDLB    : Rp 800.000,-/siswa/tahun 
2) SMP/SMPLB/SMPT/SATAP  : Rp 1.000.000,-/siswa/tahun39 
                                                          
38Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, h.194-197 
39Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,. h.4 
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e. Waktu Penyaluran Dana 
Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-
Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. 
Pada tahun anggaran 2015, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk 
periode Januari sampai dengan Desember 2015, yaitu Triwulan I dan II tahun 
anggaran 2015 tahun ajaran 2014/2015 dan triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 
tahun ajaran 2014/2015. 
Bagi wilayah yang sangat sulit secara geografis (wilayah terpencil) sehingga 
proses pengambilan dana BOS oleh sekolah mengalami hambatan atau memerlukan 
biaya pengambilan yang mahal, penyaluran dana BOS oleh sekolah dilakukan setiap 
semester, yaitu pada awal semester, penentuan wilayah terpencil ditetapkan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
1) Unit wilayah terpencil adalah kecamatan; 
2) Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota mengusulkan nama-nama kecamatan 
terpencil kepada Tim Manajemen BOS Provinsi, selanjutnya Tim Manajemen 
BOS Provinsi mengusulkan daftar nama tersebut ke Tim Manajemen BOS 
Pusat; 
3) Kementrian keuangan menetapkan daftar alokasi dana BOS wilayah terpencil 
berdasarkan usulan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.40 
f. Standar Sasaran dan Pembiayaaan Dana BOS 
Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan 
keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite 
Sekolah. Hasil kesepakatan harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara 
                                                          
40Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,. h.6 
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rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS 
harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu, 
mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal atau standar nasional.  
Dana BOS yang diterima oleh sekolah, dapat digunakan untuk membiayai 
komponen kegiatan-kegiatan berikut ini: 
Tabel 2.1 
Komponen-komponen Pembiayaan Dana BOS 
NO Kompenen 
Pembiayaan 
Item Pembiayaan Penjelasan 
1. Pengembangan 
perpustakaan 
 Membeli buku teks 
buku pelajaran untuk 
peserta didik dan 
pegangan guru, untuk 
mengganti yang rusak 
atau mencukupi 
kekurangan jumlah. 
Dalam membeli buku, 
sekolah harus 
memastikan peserta 
didik miskin, penerima 
KIP dan yatim 
mendapatkan pinjaman 
buku teks tersebut. 
Sementara SMP yang 
menjadi induk dari 
SMPT, peserta didik di 
TKB/TKBM tidak 
perlu dibelikan buku 
teks, karena sudah 
mendapatkan modul 
pembelajaran. 
 Langganan publikasi 
berkala 












 Pemeliharaan perabot 
perpustakaan 
 Pemeliharaan dan 
pembelian AC 
perpustakaan 











 Pendaftaran ulang 
 Biaya pemasukan 
validasi, pemutakhiran 
data dan pengiriman 
data pokok pendidikan 






evaluasi diri sekolah 





Termasuk untuk ATK dan 












 Pembelajaran remedial 
 Pembelajaran 
pengayaan 
 Pemantapan persiapan 
Termasuk untuk: 
 Honor jam mengajar tambahan 
di luar jam pelajaran dan di 




 Biaya transportasi dan 
akomodasi peserta didik/guru 




 Olahraga, kesenian, 
karya ilmiah remaja, 
pramka dan palang 
merah remaja, 





lomba yang tidak 
dibiayai dari dana 
pemerintahan/pemda 
 Fotocopy 
 Membeli alat olah raga, alat 





 Ulangan harian, 
 Ulangan tengah 
semester, 
 Ulangan akhir 
semester/Ulangan 
kenaikan Kelas 
 Ujian sekolah 
 
Termasuk untuk: 
 Fotocopy/penggandaan soal 
 Pembuatan laporan 
pelaksanaan hasil ujian untuk 
disampaikan ke orang tua 
 Biaya transport pengawas ujian 
di luar sekolah tempat 





 Buku tulis, kapur tulis, 
pensil, spidol, kertas, 
bahan praktikum, buku 
inventaris 
 Minuman dan 
makanan ringan untuk 
kebutuhan sehari-hari 
di sekolah 
 Pengadaan suku 
cadang alat kantor 
 Alat-alat kebersihan 
sekolah 
 
6. Langganan daya 
dan jasa 
 Listrik, air, dan 
telepon, internet 
(fixed/mobile modem) 
baik dengan cara 




Penggunaan internet dengan 
mobile modem dapat dilakukan 
untuk maksimal pembelian 






 Membeli genset atau 
jenis lainnya yang 
lebih cocok di daerah 
tertentu misalnya panel 
surya, jika di sekolah 






 Pengecatan, perbaikan 
atap bocor, perbaikan 
pintu dan jendela 
 Perbaikan mebeler 
 Perbaikan sanitasi 
sekolah (kamar mandi 
dan WC) dan saluran 
air hujan 




Kamar mandi dan WC peserta 









 Guru honorer (hanya 
untuk memenuhi SPM) 
 Pegawai administrasi 
(termasuk administrasi 
BOS untuk SD) 
 Pegawai perpustakaan 
 Penjaga sekolah 
 Satpam 
 Pegawai kebersihan 
Batas maksimum dana BOS 
untuk membayar honor bulanan 
guru/tenaga kependidikan 
honorer di sekolah negeri sebesar 
15% dari total dana BOS yang 
diterima. Pengangkatan guru dan 
tenaga kependidikan honorer 




pemerataan dan penyebaran guru 






 Menghadiri seminar 
yang terkait langsung 
dengan peningkatan 
mutu pendidikan dan 
ditugaskan oleh 
 Khusus untuk sekolah yang 
memperoleh hibah/block grant 
pengembangan KKG/MGMP 
atau sejenisnya pada tahun 
anggaran yang sama hanya 
diperbolehkan menggunakan 
dana BOS untuk biaya 
39 
 
sekolah transport kegiatan apabila tidak 
disediakan oleh hibah/block 
grant tersebut. 
 Fotocopy 










 Membantu peserta 
didik miskin yang 
menghadapi masalah 
biaya transport dari 
dan ke sekolah 
Membeli alat 
transportasi sederhana 




 Membantu membeli 
seragam, sepatu dan 
alat tulis. 
 Jika dilakukan pembelian alat 
transportasi, maka barang 





 Alat tulis kantor (ATK 
termasuk tinta printer, 
CD dan flash disk) 
 Pengadaan, surat-
menyurat, intensif bagi 
bendahara dalam 
rangka penyusunan 
laporan BOS dan biaya 
transportasi dalam 
rangka mengambil 
dana BOS di Bank/PT 
Pos 
 




 Membeli desktop/work 
station 
 Membeli printer atau 
printer plus scanner 
 Membeli laptop 
 Membeli proyektor 
 Printer 1 unit/tahun 
 Desktop/workstationmaksimum 
4 unit bagi SDdan 7 unit bagi 
SMP untuk digunakan dalam 
proses pembelajaran 
 Laptop1 unit dengan harga 
maksimum Rp 6 juta dan dibeli 
di toko resmi. 
 Proyektor maksimum 2 unit 
dengan harga tiap unit 
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maksimum Rp 5 juta dan dibeli 
di toko resmi 
 Proses pengadaan barang oleh 
sekolah harus mengikuti 
peraturan yang berlaku 
 Peralatan di atas harus dicatat 
sebagai inventaris sekolah. 
13. Biaya lainnya 
jika seluruh 





 Peralatan pendidikan 
yang mendukung 
kurikulum 2013 
 Mesin ketik peralatan 
UKS 
 Pembelian meja dan 
kursi peserta didik jika 
meja dan kursi yang 
ada sudah rusak berat 
Penggunaan dana untuk 
komponen ini harus dilakukan 
melalui rapat dewan guru dan 
komite sekolah 
Batas maksimal penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai (honor guru 
atau tenaga pendidik honorer dan honor-honor kegiatan) di sekolah Negeri sebesar 
20% dari total dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam satu tahun.41 
g. Sekolah Penerima BOS 
Ketentuan bagi sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah 
sebagai berikut : 
1) Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/Satap/SMPT negeri yang 
sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasioanal (NPSN) dan terdata dalam 
sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) wajib menerima dana BOS. 
2) Semua sekolah swasta yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasioanal 
(NPSN) dan terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) juga 
berhak menerima dana BOS, dimana penolakan tersebut harus melalui 
                                                          
41Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,. h.29-34 
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persetujuan orang tua peserta didik melaui Komite Sekolah dan tetap 
menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik miskin di sekolah tersebut. 
3) Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang 
melakukan pengaturan kepada orang tua/wali peserta didik. 
4) Untuk SD/SDLB swasta dan SMP/SMPLB/SMPT/Satap swasta dapat 
memungut biaya pendidikan yang digunakan untuk memenuhi kekurangan 
biaya investasi dan biaya operasi. 
5) Semua sekolah telah menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang 
telah ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. 
6) Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali 
peserta didik yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang 
diperlukan oleh sekolah. Sumbangan dapat berupa uang dan/ atau barang/jasa 
yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan 
jumlah maupun jangka waktu pemberiannya. 
7) PEMDA (Pemerintah Daerah) harus ikut mengendalikan dan mengawasi 
pungutan yang dilakukan oleh sekolah dan sumbangan yang diterima dari 
masyarakat/orang tua/wali siswa tersebut mengikuti prinsip nirlaba dan 
dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas; 
8) Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh 
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai 
meresahkan masyarakat.42 
h. Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
                                                          
42Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,. h.7-8 
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Dalam usaha penyelenggaraan Pendidikan Dasar 9 Tahun, tanggung jawab 
pemerintah dan pemerintah daerah terkait biaya satuan pendidikan telah diatur dalam 
PP No. 48 Tahun 2008 yang  intinya sebagai berikut. 
1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pendanaan 
biaya investasi dan biaya operasional satuan pendidikan bagi sekolah yang 
diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah sampai terpenuhinya 
Standar Nasional Pendidikan. 
2) Sekolah yang diselenggarakan pemerintah/pemerintah daerah menjadi 
brertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal, selain dari 
pemerintah dan pemerintah daerah, pendanaan tambahan dapat juga 
bersumber dari masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, 
dan/atau sumber lain yang sah. 
3) Pemerintahan dan pemerintahan daerah dapat membantu pendanaan biaya 
nonpersonalia sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.43 
i. Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang tua, dan/atau Wali Peserta Didik 
Peserta didik, orangtua, dan/atau wali didik bertaanggung jawab atas: 
1) Biaya pribadi peserta didik, misalnya uang saku/uang jajan, buku tulis dan alat-
alat tulis, dan lain sebagainya. 
2) Pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagaian biaya 
operasional pendidikan tambahan yang diperlukan untuk pengembangan 
sekolah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.44 
j. Larangan penggunaan dana BOS 
                                                          
43Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, h.200-201 
44Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, h.202 
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1) Disimpan dengan maksud dibungakan; 
2) Dipinjamkan kepihak lain; 
3) Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau 
software sejenis. 
4) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan 
biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya. 
5) Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD 
Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk 
menanggung biaya siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. 
6) Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru. 
7) Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan 
pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali bagi peserta didik miskin. 
8) Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat. 
9) Membangun gedung/ruangan baru. 
10) Membeli Lembar Kerja Peserta didik (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak 
mendukung proses pembelajaran. 
11) Menanamkan saham. 
12) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat 
atau pemerintah daerah secara penuh/wajar. 
13) Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi 
sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional 
dan upacara keagamaan/acara keagamaan. 
14) Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ 
pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang 
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diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota 
dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.45 
k. Sanksi  
Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara 
dan/atau sekolah dan/atau peserta didik akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang 
berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan 
dalam berbagai bentuk, misalnya : 
1) Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang 
yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, dan mutasi kerja). 
2) Penerapan tuntutan perbendaharaan dan anti rugi, yaitu pengembalian dana 
BOS yang terbukti disalahgunakan kepada satuan pendidikan atau ke kas 
daerah provinsi. 
3) Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan, dan 
proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan 
penyimpangan dana BOS. 
4) Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan 
yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) pada 
tahun berikutnya kepada provinsi/kabupaten/kota, bilamana terbukti 
pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk 
memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.46 
                                                          
45Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,. h.35-36 





A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
 Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (qualitative 
research). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti 
pada kondisi obyek yang alamiah, yakni sesuatu  yang apa adanya, tidak dimanipulasi 
keadaan dan kondisinya. Penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai 
instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi/gabungan, 
analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada 
generalisasi.1 
Penggunaan penelitian kualitatif sangat relevan dengan arah penelitian 
penulis, karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan kondisi alamiah 
terkait persepsi orang tua terhadap pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN No. 
223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar. Adapun lokasi penelitian yaitu di SDN No. 
223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar, pemilihan lokasi penelitian di dasari dengan 
beberapa pertimbangan antara lain; Pertama, sekolah tersebut merupakan kondisi 
secara geografis memudahkan penulis selaku peneliti untuk melaksakan proses 
penelitian dengan efektif dan efisien. Kedua, sekolah tersebut merupakan salah satu 
sekolah yang menerima pembiayaan pendidikan dana BOS. Ketiga, akar masalah 
sebagai landasan ontologis penelitian berawal dari sekolah tersebut sehingga 
memberanikan penulis untuk mengajukan gagasan penelitian ini. 
 
 
                                                          
1Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan:Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, danR&D (Cet. 




B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan adalah usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan 
hubungan dengan orang yang diteliti.2 Kaitannya dengan penelitian ini, pendekatan 
dapat dipahami sebagai acuan untuk melakukan penelitian tentang persepsi orang tua 
terhadap pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN No. 223 Inpres Kadatong 
Kabupaten Takalar. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni 
pendekatan fenomenologik (apa yang dilihat, apa yang diamati). 
Fenomena berasal dari kata Yunani yakni phainomena (yang berakar kata 
phaneim dan berarti menampak) sering digunakan untuk merujuk ke semua objek 
yang masih dianggap eksternal dan secara paradigmatik harus disebut objektif. 
Fenomema adalah gejala dalam situasi alaminya yang kompleks, yang hanya 
mungkin menjadi bagian dari kesadaran manusia secara komperehensif dan ketika 
telah direduksi ke dalam suatu parameter akan terdefinisikan sebagai 
fakta.3Berangkat dari sudut pandang etimologi tersebut, maka pendekatan 
fenomenologik merupakan suatu pendekatan yang berusaha untuk memahami 
suatufakta, gejala-gejala, maupun peristiwa yang bentuk keadaannya dapat diamati 
dan dinilai lewat kaca mata ilmiah.4 
 Kaitannya dengan penelitian ini, pendekatan fenomenologik digunakan untuk 
mengungkapkan fakta-fakta, gejala maupun peristiwa secara obyektif yang berkaitan 
                                                          
2Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi 
keempat (Cet. I; Jakarta: PT  Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 306. 
3Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam 
Varian Kontemporer (Cet. I; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 20. 
4Pius A. Partanto, Kamus Ilmiyah Populer (Cet. I; Surabaya: Arkola, 2001), h. 175. 
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dengan persepsi orang tua terhadap pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN No. 
223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar. 
C. Sumber Data 
 Sumber data merupakan hal yang paling urgen dalam proses penelitian, 
disebabkan sumber data adalah satu komponen utama yang dijadikan sebagai sumber 
informasi sehingga dapat menggambarkan hasil dari suatu penelitian. Penentuan 
sampel sebagai sumber data dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive 
sampling, yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 
tertentu.Pertimbangan tertentu yang dimaksud, misalnya orang tersebut di anggap 
paling tahu tentang sesuatu yang diharapkan oleh peneliti.5 Adapun sampel yang 
digunakan sebagai sumber data  dalam penelitian ini antara lain: 
a. Orang Tua Peserta Didik 
Orang Tua adalah informan utama sebagai sumber data dalam penelitian ini 
dengan pertimbangan bahwa orang tua merupakan figur sentral selaku stakeholder 
dalam dunia pendidikan.Orang tua yang dimaksud penulis sebagai sumber datadalam 
penelitian ini adalah orang tua siswa di SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten 
Takalar. 
b. Kepala Sekolah 
 Kepala sekolah adalah nahkoda yang berperan penting dalam menentukan 
arah keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Kepemimpinan seorang kepala 
sekolah dengan integritas tinggi turut mempengaruhi semua komponen yang ada 
dalam lingkup pendidikan termasuk dalam proses pembelajaran dan pelaksanaan 
kurikulum. Pemilihan kepala sekolah sebagai sumber data dengan pertimbangan 
                                                          
5Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan:Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, danR&D, h. 53. 
48 
 
bahwa yang bersangkutan merupakan pengawas internal yang selalu memonitoring 
setiap aktivitas yang ada di lingkup SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten 
Takalar. 
c. Komite Sekolah 
Komite sekolah adalah selaku tim perumus program pembiayaan pendidikan 
serta pihak yang mengetahui tentang penyaluran dana biaya pendidikan. Pemilihan 
komite sekolah sebagai sumber data dengan pertimbangan bahwa komite sekolah 
merupakan pengawas eksternal yang selalu memonitoring setiap pembiayaan 
pendidikan yang ada di lingkup SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar. 
d. Pengawas 
Pengawasmerupakan tim independen di lingkup Dinas Pendidikan yang 
memiliki otoritas untuk mengawasi dan mengevaluasi standar proses maupun 
perkembangan lembaga pendidikan secara bottom up mulai dari tingkat dasar sampai 
tingkat menengah. Salah satu dari tugas supervisor adalah mengintegrasi tujuan 
pendidikan dan membantumeningkatkan kemampuan guru-guru dalammengajar. 
Pemilihan supervisi sebagai sumber data dengan pertimbangan bahwa yang 
bersangkutan memiliki peranan serta funsgsi kelembagaan untuk mengawasi 
bagaimana pelakasanaan dana BOS, dilingkungan sekolah. Paling tidak, supervisi 
dapat memberikan keterangan kepada peneliti perihal pelaksanaan pembiayaan 
pendidikan dana BOS di SDN No. 223 Inpres kadatong Kabupaten Takalar. 
e. Masyarakat 
Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah yang 
di dalamnya terdapat norma-norma, hukum, nilai-nilai, aturan yang berjalan dan 
berfungsi kesemua untuk mengatur individu-individu di wilayah tersebut untuk 
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menjadi lebih baik bagi diri pribadi maupun orang lain. Kaitannya dengan penelitian 
ini, masyarakat merupakan juga salah satu tokoh yang berperan penting dalam 
terlaksananya suatu pendidikan. 
f. Guru 
 Guru merupakan informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini 
dengan pertimbangan bahwa guru merupakan figur sentral selaku eksekutor dalam 
proses pembelajaran di sekolah. Guru yang dimaksud penulis sebagai sumber data 
dalam penelitian ini adalah bagaimana pembayaran honorium guru di SDN No. 223 
Inpres Kadatong Kabupaten Takalar. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan dalam 
mengumpulkan data.6 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi: 
1. Observasi  
Observasi merupakan proses pengamatan secara langsung ke obyek penelitian 
untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.7 Observasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah observasi terus terang dan tersamar, yakni posisi peneliti dalam 
melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia 
sedang melakukan penelitian. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang 
                                                          
6Universitas Islam Negeri, Pedoman Tesis dan Disertasi (Cet. I;Makassar: Program 
Pascasarjana, 2013), h. 29. 
7Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Kariawan dan Peneliti Pemula, (Cet. VIII; 
Bandung: Alfabeta, 2012), h. 77. 
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atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari data yang dicari merupakan  
data yang dirahasiakan.8 
Penggunaan observasi inipun sejak awal sudah dilaksankan oleh peneliti, 
terutama pada saat pengenalan lapangan penelitian. Bahkan  dari hasil observasi 
ditemukan beberapa gejala, peristiwa yang muncul pada saat implementasi 
pembiayaan pendidikan dana BOS. Ini sangat menentukan sejauh mana persepsi 
orang tua terhadap pembiayaan pendidikan dana BOS. Inilah yang menjadi 
pertimbangan peneliti bahwa pengumpulan data dengan teknik observasi sangatlah 
penting dalam proses penelitian. 
2. Wawancara 
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 
melalui tanya jawab, sehingga  data dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu. 
Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan 
permasalahan yang diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari 
narasumber/informan.9 
Penggunaan teknik wawancara akan memudahkan peneliti untuk menggali 
informasi terkait persoalan yang disimpulkan oleh para orang tua terhadap 
pembiayaan pendidikan dana BOS dalam hal implementasi pembiayaan pendidikan. 
Wawancara yang dilakukan peneliti dengan para narasumber akan diperkuat dengan 
pedoman wawancara dan beberapa perangkat tambahan seperti; buku catatan, 
                                                          
8Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan:Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 
312. 




recorder dan kamera, dengan pertimbangan penggunaan perangkat bantu tersebut 
dapat menguatkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dalam proses penelitian. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi 
ditunjukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, seperti buku-
buku, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, maupun data 
lain yang relevan dengan penelitian.10Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari 
penggunaan metode observasi dan metode wawancara, bahkan penggunaan 
dokumentasi dalam suatu penelitian dapat menguatkan hasil observasi dan 
wawancara sehingga lebih kredibel/dapat dipercaya.11 
 Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini, diarahkan oleh peneliti untuk 
mendokumentasikan hal-hal penting yang berkaitan dengan persepsi orang tua 
terhadap pembiayaan pendidikan dana BOS. Kondisi inilah yang dipandang oleh 
peneliti bahwa teknik pengumpulan data dengan dokumentasi sangat mendukung 








                                                          
10Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula, h. 77. 




E. Instrumen Penelitian 
Pada umumnya instrumen penelitian dapat dipahami sebagai alat ukur yang 
digunakan untuk mengumpulkan data dalam proses penelitian.12 Adapun instrumen 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 
1. Peneliti   
 Penempatan peneliti sebagai instrumen penelitian utama mengingat arah 
penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi objek yang diteliti  pada lingkup 
sosial, tepatnya lingkungan sekolah/pendidikan. Kedudukan peneliti sebagai human 
instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber 
data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan 
data dan membuat kesimpulan.13 Sehingga dapat dipahami bahwa keberhasilan 
sebuah penelitian, khususnya penelitian kualitatif bergantung pada peneliti itu sendiri, 
karena peneliti adalah instrumen kunci dalam proses penelitian. 
2. Pedoman observasi 
Pedoman observasi adalah daftar pernyataan yang digunakan oleh peneliti 
untuk mengamati fakta-fakta, gejala, maupun tingkah laku yang muncul pada obyek 
penelitian. Pedoman observasi merupakan lembar yang berisi item-item yang 
digunakan dalam melaksanakan pengamatan.  
3. Pedoman wawancara 
Pedoman wawancara  adalah daftar pertanyaan yang digunakan sebagai acuan 
untuk menggali informasi dengan melakukan wawancara terkait pokok persoalan 
yang diteliti pada objek penelitian, dan dapat memberikan hasil yang diharapkan 
                                                          
12Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula, h. 77. 




peneliti dalam proses penelitian. Pedoman wawancara berisi item-item pertanyaan 
wawancara kepada orang tua yang digunakan untuk mengetahui persepsi orang tua 
terhadap pembiayaan pendidikan dana BOS. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Analisis dan interpretasi secara konseptual merupakan proses yang terpisah 
dalam hal mengorganisasikan data penelitian. Analisis menekankan pertimbangan 
kata-kata, konteks, non-verbal, konsistensi internal, perluasan intensitas, dan yang 
paling penting adalah melakukan reduksi data. Sedangkan proses interpretasi 
melibatkan pengikatan makna dan signifikansi analisis, penjelasan pola deskriptif 
dengan melihat hubungan yang saling terkait, kemudian menarik sebuah kesimpulan 
sebagai hasil akhir dari laporan penelitian.14 
Bahkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, maupun 
bahan-bahan lainnya akan mempunyai arti setelah dianalisis dan diinterpretasi dengan 
menggunakan metode analisis dan interpretasi data yang relevan dengan kebutuhan 
penelitian. Kaitannya dengan penelitian ini, metode analisis dan interpretasi data yang 
digunakan oleh peneliti adalah model analisis  Miles dan Huberman dengan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1. Reduksi data (Data Reduction)yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang 
banyak dan kompleks maka perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. 
Mereduksi data dengan cara merangkum,memilih hal-hal pokok, memfokuskan 
hal-hal yang penting dan membuang hal yang dianggap kurang penting.15 
                                                          
14Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif (Cet. VI; Jakarta: 
Rajagrafindo Persada, 2012), h. 174. 




2. Penyajian data (Data Display) yaitu data yang sudah direduksi disajikan dalam 
bentuk uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data 
tersebut, maka data akan mudah dipahami sehingga memudahkan rencana kerja 
selanjutnya.16 
3. Penarikan kesimpulan (Konklusif) yaitu data yang sudah disajikan dianalisis 
secara kritis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dilapangan. Penarikan 
kesimpulan dikemukakan dalam bentuk naratif sebagai jawaban dari rumusan 
masalah yang dirumuskan sejak awal.17 
Penggunaan metodeanalisis dan interpretasi bertujuanmemberikan penjelasan 
secara deskriptif agar membantu pembaca mengetahui apa yang terjadi dilingkungan 
pengamatan, seperti apa pandangan partisipan yang berada di latar penelitian.18 
Deskripsi yang cukup dan pernyataan langsung dimaksudkanuntuk membantu 
pembaca memahami secara penuh dari pemikiran orang yang terwakili secara naratif, 
terkait denga persepsi orang tua terhadap pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN 






                                                          
16Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan:Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, danR&D, h. 
341. 
17Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan:Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, danR&D, h. 
345. 
18Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif, h. 174. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 
 Kaitannya dengan pengujian keabsahan data, peneliti menekankan pada uji 
kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian melalui beberapa tahap 
antara lain; memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, 
melaksanakan triangulasi sumber data maupun teknik pengumpulan data, melakukan 
diskusi dengan sejawat/orang yang berkompeten menyangkut persoalan yang sedang 
diteliti, serta mengadakan member chek untuk memastikan kesesuaian data yang telah 
diberikan oleh pemberi data.19 Pengujian keabsahan data diharapkan mampu 
memberikan penguatan secara optimal dalam proses pengumpulan data penelitian 
yang berkenaan denganpersepsi orang tua terhadap pembiayaan pendidikan dana 
BOS di SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar. 
                                                          




 BAB IV  
PERSEPSI ORANG TUA TERHADAP PEMBIAYAAN PENDIDIKAN  
DANA BOS DI SDN NO. 223 INPRES KADATONG  
KABUPATEN TAKALAR 
 Pada pembahasan bab ini akan menguraikan pokok persoalan yang merupakan 
substansi dasar penelitian, mulai dari pendeskripsian gambaran umum lokasi 
penelitian dan selanjutnya penjabaran tentang temuan penelitian perihal Persepsi 
Orang Tua Terhadap Pembiayaan Pendidikan Dana BOS di SDN No. 223 Inpres 
Kadatong Kabupaten Takalar. Pembahasan hasil temuan penelitian dimaksud penulis 
yakni mengacu pada batasan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya 
sebagai parameter penelitian. Adapun rincian uraian sebagai berikut. 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Selayang Pandang SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar  
SDN No. 223 Kadatong terletak di Desa Bontokassi Kecamatan Galesong 
Selatan Kabupaten Takalar.Sekolah ini dibangun di atas tanah yang dihibahkan dari 
Keluarga Besar Abd. Basir Dg Ngella. SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten 
Takalar dibangun dengan 2tahap, tahap yang pertama dibangun pada tahun 1983 
terdiri atas 3  ruang kelas, 1 ruang kepala sekolah, 1 rumah dinas kepala sekolah, dan 
1 rumah dinas penjaga sekolah. Sekolah ini dipimpin oleh Ibu Hj. Tanriagi Dg Ti`no 
dan 3 orang Guru PNS yang terdiri dari Guru PAIS, 1 orang Guru Kelas, dan 1 orang 
Guru Penjaskes. 
Tahap ke-2 dibangun pada tahun 1986, sekolah ini membangun 3 ruang kelas, 
2 perumahan Guru dan SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar tetap 




sekolah ini menjadi panutan bagi sekolah-sekolah di Kecamatan Galesong Selatan 
karena kedisiplinannya, serta pembinaannya terhadap Guru-guru SDN No. 223 Inpres 
Kadatong Kabupaten Takalar. 
Setelah beberapa tahun sekolah ini kembali dipimpin oleh Bapak H. Muh. 
Saleh, BA, dalam kepemimpinan Bapak H. Muh. Saleh, BA mendapat tambahan 
tenaga pendidik yakni: 4 orang Guru Kelas (PNS), dan 3 orang tenaga Honorer. 
Dalam kepemimpinan beliau membawa SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten 
Takalar mengalami perubahan yang positif dan semakin meningkat dikarenakan 
kreativitas Guru dan siswa SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar baik di 
bidang ekstrakurikuler maupun dikegiatan lainnya. 
Pada tanggal 01 Mei 2012 Bapak H. Muh.Saleh, BA masa kepemimpinannya 
telah berakhir dan setelah beliau, kepemimpinan SDN No. 223 Inpres Kadatong 
Kabupaten Takalar dipercayakan kepada Bapak Hamzah, S.Pd (Guru POJK).Di 
bawah kepemimpinan Bapak Hamzah, S.Pd, SDN No. 223 Inpres Kadatong 
Kabupaten Takalarkembali meraih prestasi yang baik. Pada tanggal 01 September 
2013 SDN No. 223 Inpres Kadatong kembali dipimpin oleh Bapak M. Rafiuddin, 
S.Pd. Dalam kepemimpinan beliau, membawa SDN No. 223 Inpres Kadatong 
Kabupaten Takalar menjadi lebih baik. Pada tahun 2014 siswa SDN No. 223 Inpres 
Kadatong Kabupaten Takalar meraih prestasi yakni juara 2 (Dua) dalam Olympiade 







2. Visi dan Misi SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar  
Visi dan misi adalah pijakan teoritik pada setiap tingkat dan jenjang 
pendidikan. Kedua hal tersebut merupakan pegangan bagi lembaga pendidikan dalam 
rangka mengembangkan diri guna menjadi sebuah lembaga pendidikan yang 
berkualitas. Visi sederhananya dapat dipahami sebagai penglihatan atau pandangan 
jangka panjang yang harus dicapai oleh lembaga pendidikan. Sedangkan misi 
cenderung ditafsirkan sebagai target jangka pendek yang termanifestasi dalam bentuk 
tugas pokok di setiap lembaga pendidikan. Selain itu, misi juga dianggap sebagai 
rentetan aktivitas lembaga pendidikan terprogram untuk mencapai visi satuan 
pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
a. Visi 
Adapun visi SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar yakni 
“Terwujudnya akhlak dan prestasi yang dilandasi nilai-nilai budaya luhur sesuai 
ajaran agama”. 
b. Misi 
Adapun misi dari SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar sebagai 
berikut : 
1) Meningkatkan dan menerapkan  aturan penerimaan siswa baru (PSB); 
2) Mengoptimalkan pembelajaran dan bimbingan; 
3) Menanamkan keyakinan aqidah melalui pengamalan ajaran agama; 





3. Komponen  Kependidikan SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten 
Takalar 
Pengembangan satuan pendidikan tentu tidak terlepas dari berbagai komponen 
pendidikan yang terkoneksi dalam bentuk struktur fungsional di lembaga itu sendiri. 
Komponen fungsional merupakan aspek integral kependidikan yang dapat menunjang 
secara langsung terkait kegiatan pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan. 
Bahkan dapat dikatakan keberadaan komponen kependidikan di setiap jenjang 
pendidikan menjadi suksesi penentu dalam pengembangan pendidikan. Peran penting 
komponen kependidikan juga dapat terlihat dalam pelaksanaan pendidikan di SDN 
No. 223 Inpres KadatongKabupaten Takalar terdiri dari:  
a. Keadaan Peserta Didik 
Peserta didik merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling mutlak 
harus terpenuhi pada setiap jenjang pendidikan.Kedudukan peserta didik sangat 
penting, mengingat mereka termasuk komponen kependidikan yang menjadi objek 
dari penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Dalam Undang-Undang RI Nomor 20, 
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB I, pasal 1 butir (4) disebutkan 
bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis 
pendidikan tertentu.1 Bahkan, peformans lembaga pendidikan yang sangat idealpun 
tidak mempunyai arti bilamana tidak didukung oleh kehadiran peserta didik. Oleh 
karena itu, setiap jenjang pendidikan diharuskan memiliki peserta didik agar dapat 
beroperasi dalam pengembangan pendidikan. Kaitannya dengan pemenuhan hasil 
                                                          
1Lihat Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional,” (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 3. 
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dokumentasi penulis di SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar, keadaan 
peserta didik dapat digambarkan pada tabel berikut ini. 
Tabel 4.1 







Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV Kelas V Kelas VI 
L P L P L P L P L P L P 
17 10 19 13 7 15 19 11 13 11 10 10 
JMLH 27 32 22 30 24 20 
Sumber Data: TU Sekolah 2015/2016. 
 
Laki Laki  =   85 Orang       
Perempuan =   71 Orang 
Jumlah  = 156 Orang 
b. Keadaan Pendidik dan Ketenaga Pendidikan 
Dalam proses penyelenggaraan pendidikan, keberadaan pendidik dan tenaga 
kependidikan merupakan suatu keharusan. Pendidikan dan tenaga kependidikan 
termasuk komponen pendidikan yang menjadi suksesor keberhasilan dalam 
pencapain tujuan pendidikan di berbagai jenjang  pendidikan. Bahkan, sebanyak 
apapun peserta didik yang bernaung dalam suatu lembaga pendidikan dan sebagus 
apapun lembaga pendidikan tersebut, tidak akan berjalan interaksi pembelajaran bila 
tidak didukung dengan kehadiran pendidikdan tenaga kependidikan sebagai eksekutor 
pelaksana pendidikan itu sendiri. Kaitannya dengan keadaaan pendidik dan tenaga 
kependidikan di SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar dapat dilihat 
dalam pembagian sebagai berikut. 
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1) Kepala Sekolah  
Disetiap lembaga pendidikan mempunyai tingkat jabatan struktural yang 
lazim disebut kepala sekolah dan wakil kepala sekolah.Kedudukan kepala sekolah 
dan wakilnya sangatlah penting dalam pengembangan pendidikan. Mereka yang 
ditunjuk oleh pemerintah atau pihak yayasan untuk mengisi post jabatan tersebut 
adalah orang-orang yang berdedikasi tinggi, berintegritas, dan memiliki kelayakan 
secara kualifikasi akademik guna menopang pengembangan pendidikan. Kondisi 
yang demikian juga ditemukan penulis di SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten 
Takalar, sebagaimana penulis uraikan pada tabel berikut ini. 
Tabel 4.2 
Kepala Sekolah SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar 






1. M. RAFIUDDIN, S. Pd Kepala Sekolah L  S1 
2. RAMLAH, S.Pd Bendahara Sekolah  P S1 
3. NUR MUTTAHIDAH Komite Sekolah L  SMA 
Sumber Data: TU Sekolah 2015/2016. 
Berdasarkan penjabaran tabel di atas, dapat dipahami bahwa kepala sekolah 
SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar, dilihat dari sisi kualifikasi 
akademik telah memenuhi syarat maksimal, karena orang yang diberikan tanggung 
jawab dan berkualifikasi pendidikan akhir strata satu (S1). Di samping itu, masa kerja 






 Keberadaan guru di setiap jenjang pendidikan menempati porsi yang sama 
dengan keberadaan peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran peserta didik sangat 
membutuhkan guru untuk membimbing, mendidik dan mengarahkannya guna 
mencapai optimalisasi pengembangan potensi yang ada dalam dirinya. Guru termasuk 
komponen vital perihal pelaksanaan pendidikan karena kedudukannya sebagai sentral 
informasi seputar pengetahuan yang dibutuhkan peserta didik. Sehubungan dengan 
pentingnya keberdaan guru dalam proses pendidikan, hasil temuan penulis perihal 
keadaaan guru di SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar dapat gambarkan 
pada tabel berikut ini. 
Tabel 4.3 
Guru SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar 
berdasarkan wali kelas, mata pelajarandan pangkat/golongan  
No. Nama 
Wali Kelas / 
Mata Pelajaran Pangkat 
1. DARMAWATI, A.Ma Wali Kelas I - 
2. ROSNAEDAH, S.Pd Wali Kelas II P. MUDA TK. I / III/b 
3. RATNANINGSIH, S.Pd Wali Kelas III P. MUDA TK. I / III/b 
4. Hj. KARTINI, S.Pdi Wali Kelas IV PEMBINA IV/a 
5. AWALUDDIN, S.Pd Wali Kelas V PENGATUR II/c 
6. RAMLAH, S.Pd Wali Kelas VI PEMBINA TK. I / IV/b 
7. HASMAH NUR, A.Ma Gr. P A I S PENGATUR II/c 
8. HASRUDDIN, S.Pd Gr. PENJASKES - 
9. SUKMAWATI,A. Ma. Pd Gr. S B K - 
10. UMMU KALSUM, S.Pd Gr. MULOK - 
Sumber Data: TU Sekolah 2015/2016. 
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Berdasarkan uraian tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan guru 
yang mengajar di SDN No. 223 Inpres KadatongKabupaten Takalar secara akademik 
telah berkualifikasi sarjana, mulai dari guru dengan kualifikasi akademik strata satu 
(S1), bahkan sebagian guru memiliki jenjang pendidikan diploma II. Dengan 
demikian para guru tersebut telah memenuhi syarat untuk mengajar sebagaimana 
Undang-undang nomor 14, tahun 2005 tentang Guru dan Dosen BAB IV, pasal 9 
menyebutkan standar untuk menjadi seorang guru minimal memiliki kualifikasi 
program sarjana dan diploma empat yang dapat diperoleh melalui masa studi 
diperguruan tinggi yang relevan dengan bidang keguruan.2 
c. Keadaan Sarana dan Prasarana 
Keberadaan sarana dan prasarana di setiap jenjang pendidikan termasuk 
komponen penting yang dapat menunjang aktifitas pembelajaran yang akan 
dilaksanakan oleh guru bagi peserta didik. Bahkan terkonstruktif satu persepsi 
dikalangan masyarakat bahwa lembaga pendidikan yang dianggap unggul adalah 
lembaga pendidikan yang secara performans mempunyai sarana dan prasarana yang 
lengkap dalam melayani kebutuhan belajar peserta didiknya, karena kelengkapan 
sarana dan prasarana dapat menunjang motivasi belajar di lingkungan 
pendidikan.Kaitannya dengan keadaan sarana dan prasarana di SDN No. 223 Inpres 




                                                          
2Lihat Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 




Keadaan Sarana dan Prasarana di SDN No. 223 Inpres Kadatong 
Kabupaten Takalar 
No. Ruang Belajar Ukuran (P x L) 
Jumlah / 
Buah Kondisi 
1. Ruang Kelas 6 x 8 6 Baik 
2. Perpustakaan - 1 Baik 
3.  Rumah Dinas Kepala Sekolah - 1 Rusak sedang 
4. Rumah Dinas Guru - 1 Rusak sedang 
5. Rumah Dinas Penjaga sekolah - 1 Rusak berat 
Sumber Data: TU Sekolah 2015/2016. 
Berdasarkan uraian tabel di atas, menunjukan keadaan sarana dan prasarana di 
SDN No. 223 Inpres KadatongKabupaten Takalar secara kuantitas termasuk berada 
pada kategori memenuhi standar pelaksanaan pendidikan.Keberadaan sarana dan 
prasarana di SDN No. 223 Inpres KadatongKabupaten Takalar juga didukung oleh 
beberapa ruangan administrasi meliputi ruang kepala sekolah, dan ruang tamu. Selain 
ruangan administrasi, terdapat pula ruangan penunjang lainnya seperti gudang, dapur, 
KM/WC guru, KM/WC siswa, kantin, dan ruang parkir kendaraan,  yang secara fisik 
kondisinya masih baik untuk dipergunakan sebagai ruang interaksi bagi seluruh 
komponen yang ada di SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar. 
Pada tahun 2005 awal mula SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten 
Takalar menerima dan sekaligus melaksanakan pembiayaan pendidikan dana 
BOS,dalam pembiayaan pendidikan dana BOS, ada beberapa komponen utama yang 







Komponen Perincian Pembiayaan Pendidikan Dana BOS  
SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar 
Tahun Ajaran 2014-2015 dan 2015/2016 





(Jan-Mar) (Apr-Jun) (Jul-Sep) (Okt-Des) 
 





BOS Rp. 28.800.000 Rp. 30.000.000 Rp. 29.400.000 
 






Rp. 2.025.000 Rp. 2.225.000 Rp. 2.125.000 
  








































Rp. 4.875.000 Rp. 4.975.000 Rp. 4.775.000 
  
Jumlah yang terpakai Rp. 30.000.000 Rp.28.800.000  Rp.29.399.236   
Sisa Rp. 37.750  Rp.37.750 Rp. 38.514   
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 Berdasarkan uraian tabel di atas, menunjukkan sistem pembiayaan pendidikan 
dana BOS di SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar secara pengelolaan 
tepat sasaran dan terperinci dalam pengalokasian dana BOS. 
B. Persepsi Orang Tua terhadap Pembiayaan Pendidikan Dana BOS di SDN No. 
223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar. 
Orang tua merupakan tokoh yang berperan penting dalam terlaksananya 
pendidikan terhadap seorang anak, sebagai tokoh yang berperan penting terhadap 
pendidikan anak maka, orang tua harus mampu memposisikan diri bukan hanya 
sebagai guru tapi mampu menjadi contoh dari segi perilaku maupun akhlak terhadap 
seorang anak.Selain sebagai pelaksana pendidikan dalam lingkungan keluarga orang 
tua bertanggung jawab terhadap pendidikan formal anak salah satunya bertanggung 
jawab terhadap pembiayaan pendidikan anak. Pembiayaan pendidikan merupakan 
salah satu kewajiban orang tua dalam mengikut sertakan anak di lembaga pendidikan 
formal.Sejalan dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni program wajib 
belajar selama sembilan tahun atau sering disebut dengan Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS). Terkait persepsi orang tua terhadap pembiayaan pendidikan dana 
BOS di SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar, terdapat tiga indikator 
yang menjadi parameter temuan penulis dilingkungan penelitian meliputi: 
1. Pendapat Orang Tua Terhadap Pembiayaan Pendidikan Dana BOS 
Dalam proses pengumpulan data pada tahap ini peneliti menggunakan metode 
wawancara. Untuk mendapatkan hasil data yang akurat, peneliti memilih beberapa 
informan yang peneliti anggap memenuhi kriteria sebagai informan, informan yang 
peneliti ambil adalah orang tua siswa yang tergolong berpenghasilan rendah.Terkait 
dengan masalah pendapat orang terhadap pembiayaan dana BOS.Dari hasil 
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wawancara tersebut salah seorang informan bernama Ibu Sukmawati Dg. 
Mamimengungkapkan bahwa: 
“Pelaksanaan pembiayaan dana Bos sangat tepat, karena pembiayaan pendidikan 
dana BOS cukup membantu kami selaku orang tua siswadalam membiayai 
pendidikan anak kami di sekolah termasuk pembayaran SPP, Iuran (Komite dan 
Pramuka) sekolah yang selama ini menjadi beban setiap orang tua siswa”.3 
Kutipan wawancara di atas, menurut hemat penulis menggambarkan subjek 
penelitian sangat tepat dengan adanya pembiayaan pendidikan dana BOS. Pernyataan 
senada juga diungkapkan oleh Ibu Hasrawati Dg. Ti`no, beliau mengungkapkan: 
“Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sangat tepat, karena pembiayaan pendidikan 
dana BOS sangat membantu kami yang berpenghasilan menengah kebawah sehingga 
anak-anak kami dapat bersekolah selayaknya anak-anak yang orang tuanya 
berpenghasilan menengah keatas dan sayapun sangat berterima kasih kepada 
pemerintah yang telah membuat kebijakan seperti ini”.4 
Kutipan wawancara di atas, menurut hemat penulis menggambarkan 
bahwaimplementasi pembiayaan pendidikandana BOS sangat tepat 
sasaran.Pernyataan senada juga diungkapkan olehBapak Abd. Rahman Dg Toro, 
beliau mengungkapkan: 
                                                          
3Sukmawati Dg. Mami (40 tahun), Orang Tua peserta didik SDN No. 223 Inpres Kadatong 
Kabupaten Takalar, Wawancara, Kadatong, 24 Agustus 2015 
4Hasrawati Dg. Ti`no (45 tahun), Orang tua peserta didik SDN No. 223 Inpres Kadatong 
Kabupaten Takalar, Wawancara, Kadatong, 25 Agustus 2015 
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“Sejak pemerintah mengeluarkan program pembiayaan pendidikan dana BOS, 
menurut saya sangat bagus karena bisa mengurangi beban beban kami selaku orang 
tua siswa dan anak-anak kami mendapatkan banyak fasilitas di sekolah”.5 
Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwapembiayaan dana BOS 
membantu orang tua siswa dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak mereka. 
Sama halnya juga dinyatakan olehBapak Hamzah Dg Ropu, beliau mengungkapkan: 
“Menurut saya dengan adanya dana BOS, selaku orang tua siswa sangat terbantu 
untuk menyelesaikan pendidikan anak kami untuk mengenyam pendidikan selama 
sembilan tahun tanpa memungut biaya yang banyak”.6 
Dari beberapa hasil wawancara yang ungkapkan oleh beberapa informan bisa 
disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan pendidikan dana BOS sangat membantu 
orang tua siswa dalam hal pembiayaan pendidikan. 
2. Tanggapan Orang Tua Terhadap Pembiayaan Pendidikan Dana BOS 
Untuk mendapatkan hasil yang akurat maka, peneliti memilih beberapa 
informan yang peneliti anggap memenuhi kriteria sebagai informan, informan yang 
peneliti ambil adalah orang tua siswa yang tergolong berpenghasilan rendah.Dari 
hasil wawancara tersebut salah seorang informan bernama Bapak Abd. Samad Dg. 
Nyengka mengatakan bahwa: 
“Kalau bisa ditambah lagi supaya fasilitas sekolah lebih bagus lagi agar kedepannya 
sekolah ini bisa menjadi sekolah percontohan bagi sekolah lainnya dalam mengelolah 
                                                          
5Abd. Rahman Dg Toro (37 tahun), Orang tua peserta didik SDN No. 223 Inpres Kadatong 
Kabupaten Takalar, Wawancara, Kadatong, 26 Agustus 2015 
6Hamzah Dg Ropu (45 tahun), Orang tua siswa SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten 
Takalar, Wawancara, Kadatong, 27 Agustus 2015 
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dana tersebut dan keamanan sekolah lebih ditingkatkan agar kenyamanan siswa(i) 
khususnya anak kami bisa terjamin”.7 
Kutipan wawancara di atas, menurut hemat penulis menggambarkan besarnya 
harapan orang tua siswa terhadap program pembiayaan pendidikan dana BOS. 
Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Ibu Ratna Dg. Jinne, mengatakan: 
“Selama diberlakukandana BOS di sekolah SDN No. 223 Inpres Kadatong 
Kabupaten Takalar kualitas guru saya lihat sangat meningkat melalui pengembangan 
proses pembelajaran melalui kegiatan kelompok kerja guru di setiap gugus”.8 
Merujuk dari hasil wawancara di atas, menurut hemat penulis dengan adanya 
pembiayaan pendidikan dana BOS, kualitas tenaga pendidik memiliki peningkatan 
dibandingkan sebelumnya, ini dikarenakan tunjangan untuk para tenaga pendidik 
diperhatikan sehingga mereka lebih fokus untuk menekuni profesi mereka sebagai 
pendidik.Tidak jauh berbeda dengan ungkapan informan diatas, diungkapkan juga 
oleh Ibu Dg. Mawara, beliau mengungkapkan: 
“Saya rasa dengan adanya dana BOS di SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten 
Takalar cukup bagus karena Selama adanya pembiayaan pendidikan dana BOS, 
melihat pihak sekolah mulai berbenah untuk memperbaiki kualitas pendidik, 
infrastruktur, serta sarana dan prasarana terlebih kelengkapan media pembelajaran”.9 
Sebagai kesimpulan dari berbagai informasi yang diungkapkan oleh beberapa 
informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pembiayaan 
                                                          
7Abd. Samad Dg. Nyengka (38 tahun) Orang Tua peserta didik SDN No. 223 Inpres Kadatong 
Kabupaten Takalar, Wawancara, Kadatong,31 Agustus 2015 
8Ratna Dg. Jinne (40 tahun), Orang Tua peserta didik SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten 
Takalar, Wawancara, Kadatong, 01 September 2015 
9Dg. Mawara (39 tahun), Orang Tua peserta didik SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten 
Takalar, Wawancara, Kadatong, 02 September 2015 
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pendidikan dana BOS SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar banyak 
mengalami peningkatan baik dari segi kualitas pendidik dan prasarana sekolah. 
3. Penilaian Orang TuaTerhadap Pembiayaan Pendidikan Dana BOS 
Data tentang penilaian orang tua merupakan data yang berisi asumsi dan 
pendapat terkait dengan pembiayaan pendidikan.Dalam pengumpulan data ini, 
peneliti memilih beberapa informan yang peneliti anggap memenuhi kriteria sebagai 
informan, informan yang peneliti ambil adalah orang tua siswa yang tergolong 
berpenghasilan rendah. Adapun dari hasil wawancara tersebut salah seorang informan 
bernamaIbu Halijah Dg. Ngagamengatakan: 
“Kalau saya dimintai tentang penilaian masalah pembiayaan pendidikan dana BOS 
yang dilaksanakan SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar, maka pasti 
saya akan mengatakan baik karena sekolah tersebut sudah mengalokasikan dana 
dengan sebaik-baiknya dan menurut saya sudah tepat sasaran”.10 
Kutipan wawancara di atas, memberikan penegasan bahwa pembiayaan 
pendidikan dana BOS sudah di alokasikan dengan baik dan tepat sasaran. Pernyataan 
hampir samajuga diungkapkan oleh Ibu Muliati Dg. Kamma, mengatakan: 
“Selama ini yang saya lihat perkembangan SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten 
Takalar semakin baikdan ada bukti nyata yang dilakukan dengan pembangunannya 
dibandingkan sebelum masuknya dana BOS di sekolah tersebut”.11 
Dari hasil wawancara di atas, mengungkap bahwa adanya pembiayaan 
pendidikan dana BOS yang diprogramkan pemerintah membuat menjadi lebih 
                                                          
10Halijah Dg. Ngaga (35 tahun) Orang Tua peserta didik SDN No. 223 Inpres Kadatong 
Kabupaten Takalar, Wawancara, Kadatong,08 September 2015 
11Muliati Dg. Kamma (35 tahun) Orang Tua peserta didik SDN No. 223 Inpres Kadatong 
Kabupaten Takalar, Wawancara, Kadatong,12 September  2015 
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meningkat dibandingkan sebelum dilaksanakannya pembiayaan pendidikan dana 
BOS. Pernyataan senada juga diberikan oleh Sunniati Dg. Memang, mengatakan: 
“Saya lihat dengan adanya pembiayaan pendidikan dana BOS, sekolah banyak 
mengalami perubahan yang baik karena kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler siswa 
khususnya pramuka lebih meningkat dan saya lihat, siswa-siswa juga banyak prestasi 
yang diperoleh pada saat mengikuti perlombaan di perkemahan”.12 
 Dari tiga hasil wawancara dengan informan di atas terkait penilaian maka, 
peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya perubahan pada sekolah SDN No. 223 
Inpres Kadatong Kabupaten Takalar selama diterapkan program pembiayaan 
pendidikan dana BOS. 
Dari hasil pengumpulan data dari beberapa informan terkait persepsi orang tua 
terhadap pembiayaan pendidikan dana BOS dengan menggunakan metode 
wawancara maka, penulis meyimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan dana BOS di 
SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar para orang tua sangat antusias 
merespon, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni program 
wajib belajar sembilan tahun, baik dari segi pendapat, tanggapan, dan penilaian orang 
tua sangat positif terhadap pembiayaan pendidikan dana BOS, ini menunjukan bahwa 




                                                          
12Sunniati Dg. Memang (37 tahun) Orang Tua peserta didik SDN No. 223 Inpres Kadatong 
Kabupaten Takalar, Wawancara, Kadatong, 16 September  2015 
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C. Implementasi Pembiayaan Pendidikan Dana BOS di SDN No. 223 Inpres 
Kadatong Kabupaten Takalar. 
1. Tahap Perencanaan PembiayaanPendidikan Dana BOS 
Pembiayaan dana BOS tidak langsung programkan dan di implementasikan 
begitu saja melainkan telah melewati perencanaan yang matang serta terstruktur agar 
tujuan dari pembiayaan pendidikan dana BOS sesuai dengan tujuan yang diharapkan 
oleh semua pihak terlebih orang tua siswa selaku stakehorlder. Merujuk dari sub poin 
penelitian ini, peneliti memilih beberapa orang sebagai informan yang menurut 
peneliti memiliki pemahaman yang memadai untuk di wawancarai terkait 
perencanaan pemberian bantuan biaya pendidikan beberapa diantaranya Bapak M. 
Nur Muttahidah Dg. Muntu selaku komite sekolah mengatakan: 
“Perencanaan yang dilakukan oleh sekolah SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten 
Takalar sangatlah tepat karena pihak sekolah selalu berpedoman pada juknis yang 
dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengalokasikan dana tersebut dan setiap sekolah 
ingin merencanakan untuk diperbaiki maka pihak sekolah mengundang orang tua 
siswa untuk memebicarakan hal tersebut misalnya pada saat perbaikan pintu gerbang, 
peving block lapangan upacara, serta memperindah dinding sekolah dengan lukisan 
dan saya lihat pihak sekolah merencanakan mengadakan alat peraga olahraga serta 
pengadaan referensi dan buku bacaan bagi siswa”.13 
Wawancara di atas menegaskan bahwa adanya perencanaan yang matang  
dilakukan SDN No. 223 Inpres KadatongKabupaten Takalar dengan dilibatkan orang 
tua siswa untuk ikut serta dalam perencanaan, ini menunjukan bahwa pihak sekolah 
                                                          
13M. Nur Muttahidah Dg. Muntu (48 tahun) Komite Sekolah SDN No. 223 Inpres Kadatong 
Kabupaten Takalar, Wawancara, Kadatong,20 Agustus 2015 
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ingin memberikan pemahaman kepada orang tua siswa terkait program pembiayaan 
pendidikan dana BOS. Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Bapak Syarifuddin 
Lira, A.Ma.Pd selaku pihak supervisior beliau mengungkapkan: 
“Saya lihat ketika SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar merencanakan 
suata kegiatan yang ingin dibiayai sekolah maka, pihak sekolah  mengadakan rapat 
bersama komite sekolah, guru dan orang tua siswa untuk menyusun RKAS 
berdasarkan kebutuhan sekolah sesuai dengan besarnya dana yang akan diterima oleh 
sekolah, pembelanjaan yang dilakukan oleh pihak sekolah tidak boleh keluar dari 
RKAS yang telah dibuat”.14 
Menurut hemat penulis, pernyataan diatas menunjukkan adanya kesiapan dari 
pihak sekolah secara matang sebelum mengimplementasikan program tersebut dan 
mengajak orang tua siswa untuk mengontrol pelaksanaannya. Pernyataan senada juga 
diungkapkan oleh Bapak M. Rafiuddin, S.Pd selaku kepala sekolah: 
“Ketika dana BOS akan cair maka, kami pihak sekolah mengundang pihak komite 
sekolah, elemen masyarakat dalam hal ini orang tua siswa untuk duduk bersama 
membicarakan apa-apa yang harus dibiayai oleh dana tersebut”.15 
Dari hasil beberapa informasi yang diperoleh diatas, dapatlah disimpulkan 
bahwa dalam tahap perencanaan sampai pada tahap implementasi pihak SDN No. 223 
Inpres Kadatong Kabupaten Takalar selalu mengikut sertakan semua elemen-elemen 
masyarakat untuk memberikan masukan terhadap kepada sekolah sekaligus sebagai 
pengontrol pelaksanaannya. 
                                                          
14Syarifuddin Lira, A.Ma.Pd (56 tahun) Pengawas, Wawancara, Bontokassi, 20 Agustus 2015 
15M. Rafiuddin, S.Pd (56 tahun) Kepala Sekolah SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten 
Takalar, Wawancara, Kadatong, 20 Agustus 2015 
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2. Tahap Implementasi Pembiayaan Pendidikan 
Setelah tahap perencanaan matang, maka saatnya untuk 
mengimplementasikan apa yang telah direncanakan tersebut. Tahap 
pengimplementasian ini harus mengacu terhadap apa yang telah direncanakan 
sebelumnya dan sebisa mungkin tidak menyimpang dari apa yang direncanakan agar 
pengimplementasian pembiayaan dana BOS ini efektif dan tepat sasaran. Adapun 
hasil wawancara terkait perencanaan pemberian bantuan biaya pendidikan 
dideskripsikan sebagai berikut;menurut hasil wawancara dengan Bapak M. 
Rafiuddin, S.Pd mengatakan: 
“Kami pihak sekolah ketika melaksanakan dalam mengalokasikan dana tersebut tetap 
kami berpatokan pada juknis yang dikeluarkan oleh pemerintah dan setiap triwulan 
berbeda-beda kebutuhan sekolah, dalam penggunaan dana tersebut baik perbaikan 
fisik sekolah kami menggunakan dana sebesar 5% dari dana BOS tersebut dan 
dilakukan pembayaran secara bertahap serta setiap pembelanjaan yang dilakukan 
dilengkapi dengan kwintansi dan ditempelkan materai 3000 dan 6000 yang sesuia 
besarnya pembelanjaan yang dilakukan oleh bendahara sekolah”.16 
Kutipan wawancara di atas, menurut hemat penulis menggambarkan bentuk 
sikap yang baik terhadap perencanaan yang dilakukan SDN No. 223 Inpres Kadatong. 
Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Bapak Syarifuddin Lira, A.Ma.Pd 
mengatakan: 
                                                          
16M. Rafiuddin, S.Pd (56 tahun), Kepala Sekolah, Wawancara, Kadatong, 16 September 2015 
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“Saya lihat implementasi pembiayaan pendidikan dana BOS yang dilakukan SDN 
No. 223 Inpres Kadatong itu ketika melaksanakan selalu mengikuti RKAS yang telah 
dibuat dan ditetapkan pelaksanaannya”.17 
Kutipan wawancara di atas, menurut hemat penulis menggambarkan bentuk 
sikap yang tegas terhadap perencanaan yang dilakukan SDN No. 223 Inpres 
Kadatong. Pernyataan senada juga diungkapkan olehBapak M. Nur Muttahidah Dg. 
Muntumengatakan: 
“Saya lihat dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan dana BOS yang dilakukan 
kepala sekolah SDN No. 223 Inpres Kadatong pada saat proses tahap pelaksanaan 
sangat tegas dan kepala sekolah tersebut tidak maupun kecolongan dalam mengawal 
belanja bendahara sekolah dan selalu meminta bukti-bukti belanja yang disertai 
dengan materai”.18 
Dari hasil beberapa informasi yang diperoleh diatas, dapatlah disimpulkan 
bahwa dalam tahap pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi pihak SDN No. 223 
Inpres Kadatong Kabupaten Takalar selalu berpatokan pada RKAS  yang telah dibuat 
dan mengenai aturan-aturan dana BOS pihak sekolah mengikuti petunjuk teknis yang 
dikeluarkan pemerintah. 
3. Tahap Evaluasi Pembiayaan Pendidikan 
Setelah melalui beberapa tahapan di atas, maka saatnya mengevaluasi dari apa 
yang telah dilaksanakan sekolah. Tahap evaluasi ini harus melihat apa-apa saja yang 
direncanakan sekolah dan bagaimana pelaksanaan apa yang dirancang sekolah 
                                                          
17Syarifuddin Lira, A.Ma.Pd (56 tahun), Pengawas, Wawancara, Bontokassi, 16 September 
2015 




tersebut. Adapun hasil wawancara terkait dengan evaluasi pembiayaan pendidikan 
dana BOS dideskripsikan sebagai berikut; menurut hasil wawancara dengan Bapak 
Hasruddin, S.Pd mengatakan: 
“Ketika dana BOS telah diterima kami dari pihak guru diundang oleh kepala sekolah 
untuk melihat langsung proses pembagian dana tersebut dalam hal ini menurut saya 
kepala sekolah SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar transparan dalam 
mengelola dana tersebut dan sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh 
pemerintah bahwasanya 15% dari total dana BOS untuk membayar honor bagi guru 
NON PNS”.19 
Kutipan wawancara di atas, menurut hemat penulis menggambarkan sikap 
yang transparan terhadap evaluasi yang dilakukan SDN No. 223 Inpres Kadatong. 
Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Bapak Rafiuddin, S.Pd mengatakan: 
“Saya selaku kepala sekolah membenarkan apa yang diungkapkan oleh salah satu 
guru SDN No. 223 Inpres Kadatong bahwasanya 15% diambil dari total dana BOS 
yang diterima oleh sekolah dan di dalamnya masih terbagi beberapa bagian yang 
dibiayai diantaranya; remedial, pengisian rapor, penyusunan perangkat pembelajaran, 
honor guru, penjaga sekolah, satpam sekolah, pegawai administrasi (operator 
sekolah)”.20 
Dari hasil wawancara di atas, mengungkap bahwa penggunaan dana BOS di 
SDN No. 223 Kadatong Kabupaten Takalar menunjukkan pengalokasian pembiayaan 
pendidikan dana BOS yang jelas. Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Herman 
Dg Tompo: 
                                                          
19Hasruddin, S.Pd (27 tahun), Guru, Wawancara, Kadatong,16 September 2015 
20M. Rafiuddin, S.Pd (56 tahun), Kepala Sekolah, Wawancara, Kadatong, 16 September 2015 
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“Jika kita berbicara masalah keuangan menurut saya merupakan hal yang amat 
sensitif dan dibutuhkan kejujuran serta keterbukaan dalam ini transparansi dana itu 
harus dilakukan oleh setiap lembaga. Menurut saya apa yang  dilakukan oleh pihak 
kepala sekolah dan bendahara akan keterbukaan dana BOS sudah dilakukan”.21 
Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan menggunakan 
metode wawancara maka, peneliti berkesimpulan bahwa implementasi pembiayaan 
pendidikan dana BOS di SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar mulai 
dari perencanaan, implementasi sampai pada tahap evaluasi, selalu berpedoman 
terhadap petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah agar pengalokasian dana 
dapat tepat sasaran serta transparan dalam mengelolah dana BOS dan pihak sekolah 
juga mengikut sertakan semua elemen-elemen masyarakat untuk memberikan 
masukan kepada sekolah sekaligus mengawasi pelaksanaan pembiayaan tersebut. 
 
 
                                                          








Berdasarkan uraian bab sebelumnya terkait pembahasan temuan penelitian 
tentang persepsi orang tua terhadap pembiyaan pendidikan dana BOS di SDN No. 
223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  
1. Persepsi orang tua terhadap pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN No. 223 
Inpres Kadatong Kabupaten Takalar orang tua peserta didik sangat antusias 
merespon, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni program 
wajib belajar sembilan tahun, baik dari segi pendapat, tanggapan, dan penilaian 
orang tua sangat positif terhadap pembiayaan pendidikan dana BOS, ini 
menunjukan bahwa program pembiayaan pendidikan dana BOS sangat  
membantu. 
2. Implementasi pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN No. 223 Inpres 
Kadatong Kabupaten Takalar mulai dari perencanaan pembiayaan pendidikan 
sampai pada tahap evaluasi pembiayaan pendidikan, selalu mengikut sertakan 
semua elemen-elemen masyarakat untuk memberikan masukan terhadap sekolah 
sekaligus sebagai pengontrol pelaksanaannya. Kemudian pada tahap 
implementasi pembiayaan pendidikan selalu berpatokan pada RKAS (Rencana 
Kegiatan Anggaran Sekolah) yang telah dibuat dan mengenai aturan-aturan dana 
BOS pihak sekolah mengikuti petunjuk teknis yang dikeluarkan pemerintah 
hingga penerapannya tepat pada sasaran serta transparan dalam mengelola dana 
BOS dan pihak sekolah juga mengikut sertakan semua elemen-elemen 






B. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti 
mengemukakan implikasi penelitian sebagai berikut: 
1. Kepada pihak sekolah agar terus meningkatkan dan memperbaiki sistem 
pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten 
Takalar. 
2. Kepada peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan untuk melanjutkan penelitian 
yang serupa dengan melihat faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi 
pembiayaan pendidikan dana BOS. 
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1. Identitas Komite Sekolah 
- Nama : 
- Pangkat/Golongan : 
- Jabatan : 
- Jenis Kelamin : L/P 
- Tempat Tanggal Lahir : 
- Pendidikan Terakhir :  
- Sekolah Tempat Tugas : 
- Nama Sekolah :  






2. Petunjuk Pengisian Instrumen Pedoman Wawancara 
Pedoman wawancara ini dirancang untuk mengetahui bagaimana 
Implementasi pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN No. 223 Inpres 
Kadatong, Kab. Takalar. Pedoman ini dibagi dalam dua kolom. Kolom pertama 
berisi sejumlah pertanyaan, sedangkan kolom kedua berisi jawaban dari 
pertanyaan pada kolom pertama. Pengisian dilakukan oleh peneliti yang 
dikondisikan dengan keadaan setempat 
3. Pedoman Wawancara 
Persepsi Komite Sekolah terhadap tahap perencanaan pembiayaan 
pendidikan dana BOS di SDN No. 223 Inpres Kadatong, serta pandangan terkait 
Implementasi pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN No. 223 Inpres 
Kadatong Kabupaten Takakar.  
No. Pertanyaan Jawaban 
A. Implementasi Pembiayaan 
Pendidikan Dana BOS   
 
1. Berapa jumlah siswa di SDN No. 
223 Inpres Kadatong? 
 
2. Apakah SDN No. 223 Inpres 
Kadatong memenuhi prasyarat 
yang dianjurkan pemerintah 
untuk melaksanakan  
pembiayaan pendidikan dana 
BOS? 
 
3. Kapan sekolah ini mulai 
mendapatkan pembiayaan 
pendidikan dana BOS? 
 
4.  Bagaimanakah tahap 
perencanaan penyaluran 
bantuan pembiayaan 
pendidikan dana Dana BOS 
tersebut? 
 
5. Apakah pihak sekolah 
mengundang masyarakat/orang 
tua siswa dalam rapat 
 
  
perencanaan pembiayaan yang 
akan dilakukan sekolah? 
6. Bagimana tahap implementasi 
pembiayaan pendidikan dana 
BOS? 
 
7. Selama sekolah  ini menerima 
pembiayaan pendidikan dana 
BOS apa-apa sajakah yang 





Apakah faktor pendukung dan 
penghambat dalam 
implementasi pembiayaan 




Selama sekolah ini 
mendapatkan pembiayaan 
pendidikan dana BOS apakah 
sudah banyak mengalami 
peningkatan prestasi? 
 




      (AMRULLAH) 
 
  




1. Identitas Orang Tua/Nara Sumber 
- Nama : 
- Pekerjaan  : 
- Jenis Kelamin : L/P 
- Pendidikan Terakhir :  







2. Petunjuk Pengisian Instrumen Pedoman Wawancara 
Pedoman wawancara ini dirancang untuk mengetahui bagaimana Persepsi 
orang tua terhadap pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN No. 223 Inpres 
Kadatong, Kab. Takalar. Pedoman ini dibagi dalam dua kolom. Kolom pertama 
berisi sejumlah pertanyaan, sedangkan kolom kedua berisi jawaban dari 
pertanyaan pada kolom pertama. Pengisian dilakukan oleh peneliti yang 
dikondisikan dengan keadaan setempat 
 
3. Pedoman Wawancara 
Persepsi orang tua terhadapa pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN 
No. 223 Inpres Kadatong, Kab. Takalar.    
No. Pertanyaan Jawaban 
A. Presepsi Orang Tua Terhadap 
Pembiayaan Pendidikan Dana BOS 
di SDN No. 223 Inpres Kadatong  
 
1 Menurut Bapak/Ibu Apa yang anda 
pahami tentang  pembiayaan 
pendidikan dana BOS? 
 
2 Menurut Bapak/Ibu yang diamati, 
bagaimana pendapat dengan adanya 
Pembiayaan Pendidikan Dana BOS di 
SDN No. 223 Inpres Kadatong? 
 
3 Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa-apa 
sajakah yang perioritaskan dalam 
pembiayaan pendidikan dana BOS? 
 
4 Menurut Bapak/Ibu yang diamati, 
bagaimana tanggapan dengan adanya 
Pembiyaan Pendidikan Dana BOS di 
SDN No. 223 Inpres Kadatong? 
 
  
5 Apakah Bapak/Ibu pernah diundang 
dalam rapat perencanaan pembiayaan 
yang akan dilakukan sekolah? 
 
6 Menurut Bapak/Ibu amati, apakah 
pelaksanaan pembiayaan pendidikan 
Dana BOS di SDN No. 223 Inpres 
Kadatong sudah tepat sasaran dalam 
mengalokasikan dana tersebut? 
 
7 Menurut Bapak/Ibu yang diamati 
bagaimana penilaian terhadap SDN No. 
223 Inpres Kadatong yang 
mengalokasikan Dana tersebut? 
 
8  Apa harapan Bapak/Ibu ke depannya 
dengan adanya pembiayaan pendidikan 








      (AMRULLAH) 
  




1. Identitas Kepala Sekolah 
- Nama : 
- NIP : 
- Pangkat/Golongan : 
- Jabatan : 
- Jenis Kelamin : L/P 
- Tempat Tanggal Lahir : 
- Pendidikan Terakhir :  
- Akta Mengajar : 
- Sekolah Tempat Tugas : 
- Nama Sekolah :  




No.Telp  Sekolah : 
  
  
2. Petunjuk Pengisian Instrumen Pedoman Wawancara 
Pedoman wawancara ini dirancang untuk mengetahui bagaimana 
Implementasi pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN No. 223 Inpres 
Kadatong, Kab. Takalar. Pedoman ini dibagi dalam dua kolom. Kolom pertama 
berisi sejumlah pertanyaan, sedangkan kolom kedua berisi jawaban dari 
pertanyaan pada kolom pertama. Pengisian dilakukan oleh peneliti yang 
dikondisikan dengan keadaan setempat 
3. Pedoman Wawancara 
Persepsi Kepala Sekolah terhadap implementasi pembiayaan pendidikan 
dana BOS di SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takalar.  
No. Pertanyaan Jawaban 
A. Implementasi Pembiayaan 
Pendidikan Dana BOS   
 
1. Berapa jumlah siswa di SDN No. 
223 Inpres Kadatong? 
 
2. Apakah SDN No. 223 Inpres 
Kadatong memenuhi prasyarat 
yang dianjurkan pemerintah 
untuk melaksanakan  
pembiayaan pendidikan dana 
BOS? 
 
3. Kapan sekolah ini mulai 
mendapatkan pembiayaan 
pendidikan dana BOS? 
 
4.  Bagaimanakah tahap 
perencanaan penyaluran 
bantuan pembiayaan 
pendidikan dana Dana BOS 
tersebut? 
 
5. Apakah pihak sekolah 
mengundang masyarakat dan 
orang tua siswa dalam rapat 
perencanaan pembiayaan yang 
akan dilakukan sekolah? 
 
  




7. Selama sekolah  ini menerima 
pembiayaan pendidikan dana 
BOS apa-apa sajakah yang 
dibiayai oleh dana tersebut? 
 
 
8 Apakah faktor pendukung dan 
penghambat dalam 
implementasi pembiayaan 





Selama sekolah ini 
melaksanakan pembiayaan 
pendidikan dana BOS 
bagaimana pendapat bapak/ibu 
terkait evaluasi yang dilakukan 
oleh pihak sekolah? 
 
















1. Identitas Guru 
- Nama : 
- NIP : 
- Pangkat/Golongan : 
- Jabatan : 
- Jenis Kelamin : L/P 
- Tempat Tanggal Lahir : 
- Pendidikan Terakhir :  
- Akta Mengajar : 
- Sekolah Tempat Tugas : 
- Nama Sekolah :  




No.Telp  Sekolah : 
  
  
2. Petunjuk Pengisian Instrumen Pedoman Wawancara 
Pedoman wawancara ini dirancang untuk mengetahui bagaimana 
Implementasi pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN No. 223 Inpres 
Kadatong, Kab. Takalar. Pedoman ini dibagi dalam dua kolom. Kolom pertama 
berisi sejumlah pertanyaan, sedangkan kolom kedua berisi jawaban dari 
pertanyaan pada kolom pertama. Pengisian dilakukan oleh peneliti yang 
dikondisikan dengan keadaan setempat 
3. Pedoman Wawancara 
Persepsi Guru terhadap tahap implementasi pembiayaan pendidikan dana 
BOS di SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takakar.  
No. Pertanyaan Jawaban 
A. Implementasi Pembiayaan 
Pendidikan Dana BOS   
 
1. Berapa jumlah siswa di SDN No. 
223 Inpres Kadatong? 
 
2. Apakah SDN No. 223 Inpres 
Kadatong memenuhi prasyarat 
yang dianjurkan pemerintah 
untuk melaksanakan  
pembiayaan pendidikan dana 
BOS? 
 
3. Kapan sekolah ini mulai 
mendapatkan pembiayaan 
pendidikan dana BOS? 
 
4.  Bagaimanakah tahap 
perencanaan penyaluran 
bantuan pembiayaan 
pendidikan dana Dana BOS 
tersebut? 
 
5. Apakah pihak sekolah 
mengundang masyarakat dan 
orang tua siswa dalam rapat 
perencanaan pembiayaan yang 
akan dilakukan sekolah? 
 
  




7. Selama sekolah  ini menerima 
pembiayaan pendidikan dana 
BOS apa-apa sajakah yang 
dibiayai oleh dana tersebut? 
 
 
8 Apakah faktor pendukung dan 
penghambat dalam 
implementasi pembiayaan 





Selama sekolah ini 
melaksanakan pembiayaan 
pendidikan dana BOS 
bagaimana pendapat bapak/ibu 
terkait evaluasi yang dilakukan 
oleh pihak sekolah? 
 
















1. Identitas Masyarakat 
- Nama : 
- Jenis Kelamin : L/P 
- Tempat Tanggal Lahir : 
- Pendidikan Terakhir :  




No.Telp   : 
  
  
2. Petunjuk Pengisian Instrumen Pedoman Wawancara 
Pedoman wawancara ini dirancang untuk mengetahui bagaimana 
Implementasi pembiayaan pendidikan dana BOS di SDN No. 223 Inpres 
Kadatong, Kab. Takalar. Pedoman ini dibagi dalam dua kolom. Kolom pertama 
berisi sejumlah pertanyaan, sedangkan kolom kedua berisi jawaban dari 
pertanyaan pada kolom pertama. Pengisian dilakukan oleh peneliti yang 
dikondisikan dengan keadaan setempat 
3. Pedoman Wawancara 
Persepsi Masyarakat terhadap tahap implementasi pembiayaan 
pendidikan dana BOS di SDN No. 223 Inpres Kadatong Kabupaten Takakar.  
No. Pertanyaan Jawaban 
A. Implementasi Pembiayaan 
Pendidikan Dana BOS   
 
1. Apa Bapak/Ibu yang ketahui 
tentang dana BOS? 
 
2. Apa bapak pernah diundang 
oleh pihak sekolah untuk 
membicarakan pengalokasian 
dana BOS tersebut? 
 
3. Apa Bapak/Ibu mengetahui 
bagaimana perencanaan sekolah 
dalam mengalokasikan dana 
BOS itu? 
 
4.  Selama sekolah  ini menerima 
pembiayaan pendidikan dana 
BOS, apakah Bapak/Ibu 
mengetahui apa-apa sajakah 
yang dibiayai oleh dana 
tersebut? 
 





6. Apakah menurut Bapak/Ibu, 
selama sekolah menerima dana 
BOS sudah mengalami 
perubahan? 
 
7. Selama sekolah ini 
melaksanakan pembiayaan 
pendidikan dana BOS 
bagaimana pendapat Bapak/Ibu 
terkait evaluasi yang dilakukan 








      (AMRULLAH) 
 
  
INSTRUMEN PEDOMAN WAWANCARA  
PENGAWAS SEKOLAH TINGKAT TK/SD 
 
 
1. Identitas Pengawas Sekolah  
- Nama : 
NIP : 
- Pangkat/Golongan : 
- Jabatan : 
- Jenis Kelamin : L/P 
- Tempat Tanggal Lahir : 
- Pendidikan Terakhir :  
- Akta Mengajar : 
- Sekolah Tempat Tugas : 
- Nama Sekolah :  







2. Petunjuk Pengisian Instrumen Pedoman Wawancara 
Pedoman wawancara ini dirancang untuk menggali informasi seputar 
Implementasi pembiayaan pendidikan dana BOS, serta untuk mengungkapkan 
persepsi para pengawas sekolah terkait tahap perencanaan pemberian bantuan 
pembiayaan pendidikan di SDN No. 223 Inpres Kadatong, Kab. Takalar. 
Pedoman ini dibagi dalam dua kolom. Kolom pertama berisi sejumlah 
pertanyaan, sedangkan kolom kedua berisi jawaban dari pertanyaan pada kolom 
pertama. Pengisian dilakukan oleh peneliti yang dikondisikan dengan keadaan 
setempat 
3. Pedoman Wawancara 
Persepsi Pengawas terhadap Implementasi pembiayaan pendidikan dana 
BOS di SDN No. 223 Inpres Kadatong, Kab. Takalar. Serta pandangan terkait 
faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi pembiayaan pendidikan 
dana BOS di SDN No. 223 Inpres Kadatong  
 
No. Pertanyaan Jawaban 
A. Implementasi Pembiayaan Pendidikan 
Dana BOS   
 
1. Sejauh mana Bapak/Ibu mengetahui 
tentang implementasi pembiayaan 
pendidikan dana BOS? 
 
2. Menurut Bapak/Ibu apa-apa saja yang 
dipersiapkan sekolah saat menerima 
pembiayaan pendidikan dana BOS? 
 
3. Menurut yang Bapak/Ibu apakah 
pelaksanaan pembiayaan pendidikan 
dana BOS di SDN Inpres Kadatong 




4. Selama Bapak/Ibu menjadi pengawas 
sekolah-sekolah yang menerima 
pembiayaan pendidikan dana BOS 
khususnya di SDN No. 223 Inpres 
Kadatong, pernah melanggar aturan-
aturan yang dikeluarkan pemerintah? 
 
5. Selama SDN No. 223 Inpres Kadatong 
menerima pembiayaan pendidikan dana 
BOS apakah sudah tepat pada sasaran-
sasaran dan mengikuti petunjuk teknis 
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